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ABSTRAK

KONSEP MAHAR
DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM
ISLAM MENURUT MAQASID SYARI'AH ABDULLAH
SAEED
Ahmad Afdoli
Nim. 16913117

Mahar merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam
pernikahan. Keharusan itu telah dijelaskan melalui nash, baik Al-
Qur'an maupun Hadits. Nash tersebut merupakan dalil dari
disyari’atkannya pemberian mahar. Dan ketentuan yang ada dalam
nash tersebut dijelaskan bahwa; mahar-merupakan pemberian dari
calon suami kepada calon istri. Akan tetapi dalam Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam gfiemberikan rumusan yang berbeda
dengan mengatakan bahwa, pemberian mahar tidak harus ditunaikan
oleh calon suami, dalam artian bahwa dalam perkawinan mahar bisa
diberikan oleh calon istri. Keniscayaan calon istri untuk memberi
mahar tentu merupakan hal yang tidak lazim dalam perspektif figih
yang berkembang di Indonesia! Keniscayaan inilah yang menjadi
latar belakang dalam Tesis ini, Sehingga timbul pertanyaan yang
dijadikan rumusan)masalab’ dalam<péenelitian/ini yaitu, bagaimana
konsep mahar dalam fiqih perkawinan menurut Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam dambagaimanatinjauan maqasid Abdullah
Saeed dalam memandang konsep mahar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian library research (study
kepustakaan) dengan menggunakan metode deskrptif analitis dengan
pendekatan normatif-historis-filosofis. Temuan atau hasil yang
diperoleh dalam penelitian adalah, Konsep mahar yang ditawarkan
oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam merupakan
manifestasi dari kaidah figth yang berbunyi al-@datu al-
muhakkamah, yang diartikan dengan norma (adat) maupun budaya
merupakan kenyataan empirik / kearifan lokal sebagai dasar pijak
dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut maqasid Abdullah
Saeed, nilai-nilai intruksional (intruktional values) yang terkandung
dalam Al-Qur’an baik jtu, berupa arahan, petunjuk dan pesan-pesan
yang terkandung di dalamnya tetap harus diprioritaskan. Dan intruksi
yang terkandung di dalamnya adalah, pemberian mahar sebagai
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syarat sahnya perkawinan tetap merupakan kewajiban laki-laki
(calon suami).

Kata kunci : mahar, Counter Legal Draft, maqasid syari’ah
Abdullah Saeed.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
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ABSTRACT

DOWRY CONCEPT IN
COUNTER LEGAL DRAFT OF COMPILATION OF 1ISLAMIC LAWS IN
THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARI'AH ABDULLAH SAEED

Ahmad Afdoli
Nim, 16913117

Dowry is one of the aspects that must be present in a marriage. This
compulsion is explained through Nash, both in Holy Quran and in Hadiths. Nash
refers to a proposition for the ebligation of dowry giving. From the provisions
stated in Nash, it is explained that dowry is the giving from the future husband to
the future wife. However, in Counter Legal Draft, Compilation of Islamic Laws
have provided a different formulas by stating that the dowry giving is not a must
for the future husband. It mean§ that:in s marriage, the dowry can be given by the
future wife. The fact that the [fiture wife gives the dowry certainly is something
common in the Figh perspective a8 developed in Indonesia. This fact then
becomes the background of writing this thesis, /A number of questions used as
problem formulation in this research inctuded how the dowry concept in the figh
of marriage is as stated in Counter Legal Drift of the Compilation of Islamic
Laws and how the perspective of maqasid Abdullah Saeed is regarding the dowry
concept.

This is a library research using the analytical-descriptive method with the
philosaphical-historical-normative approach. The results of this research showed
that the dowry concept as offered by Counter Legal Draft Compilation of Islamic
Laws is the manifestation‘\of/figh-prineiples stating/al-ddatu ol-muhakkamah,
defined as the norms (custom) orculture as the empirical ‘facts / local wisdom, as
the base in determining the daws Meapwhile, as stated by magfsid Abdullah
Saced, the instructional values.in.Al-Quran/ either as direction, guidance or as
messages must be prioritized.

Keywords: Dowry, Counter Legal Draft, maqasid syari’ah Abdullah Saeed

September 26, 2019
TRANSLATOR STATEMENT
The informetion appesring herein has been translated
by & Center for International Language znd Cultural Studics of
Islamic University of Indanesia
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia dewasa
ini terus saja bergulir. Namun ide atau gagasan yang baru
tersebut senantiasa menimbulkan kontroversi di berbagai
kalangan'. Melihat kondisi umat Islam yang semakin
terpuruk dan ketinggalan yang sangat jauh dari peradaban

Barat, maka diawal abad ke-13 Hijriyah ada sebuah prakarsa

pemikiran yang ingin membukakan cakrawala kepada umat

Islam bahwa pintu ijtihad sesungguhnya masih terbuka lebar.

Sebagian ulama yang dipelépori |oleh Imam Asy-Syaukani

menyatakan bahwa- ijtihad masih sangat terbuka. Ada

beberapa alasan kenapa ijtihad miasih terbuka?, yaitu :

1. Menutup pinturijtihad berarti menjadikan hukum Islam
yang dinamis menjadi kaku dan beku, sehingga Islam
suatl 8aat!akan’ ditinggalkan “¢lel\cépatnya perubahan
zaman. Sebab banyak kasus baru yang hukumnya belum
dijelaskan oleh-Al-Qur*an/dan Sunnah, dan juga belum
dibahas oleh plama-ulamarterdabulu.

2.  Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan bagi
para ulama Islam untuk menciptakan pemikiran yang
baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber {dalil)
hukum Islam.

3. Membika pintu ijtihad berarti membuat setiap
permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat
diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam akan selalu

! Nurjihad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD
Kompilasi Hukum Islam, (Jurnal Hukum No. 27 Vol. 11 September, 2004), hlm.
106

2 A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta ; Gema
Insani Press, 1996), hlm. 54
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berkembang dan sanggup menjawab tantangan zaman.

Lebih-lebih wilayah ijtthad yang dimaksud hanya

memasuki pada wilayah-wilayah teks yang dzannivat ai-

dalalah.

Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk
menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab
permasaljahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik
menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada
ketentuan hukumnya atan menetapkan hukum baru untuk
menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi
dengan keadaan dan-kemaslahatan manusia masa sekarang.
Ketentuan hukum Tslam disini adalah ketentuan hukum Islam
kategori fiqgih, yang menipakan hasil ijtihad para ulama,
bukan ketentuan hukumiIslam kategori syari’at’.

Sebagaiamana- sudah | dimaklumi bahwa, figih adalah
hasil aktifitas intelektual para-ahli hukum (jurist) atas teks-
teks agama, terutama Al-Qur’an dan Hadis Nabi (Sunnah)
untuk menghasilkan jawaban hukum terhadap kasus-kasus
partikular, | Karepa |ttu, ~fiqthy padalditinya sendiri selalu
menghasilkan pikiran yang sangat plural, tidak tunggal, dan
relatif. Fakta figih-menunjukkan bahwa para ahli figih tidak
selalu sepakat atas) saty keputtisan figih, meski berpijak pada
teks yang sama. Fal it lebih karena masing-masing pikiran
dibatasi oleh ruang dan waktu sendiri, serta beberapa faktor
lainnya (al-umur al-kharijiyyah), yakni sistem politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Tidak ada pikiran yang bukan
refleksi atas ruang dan waktu sosial®.

Para ulama ahli figih sepakat bahwa hukum Islam dibuat
dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat
manusia. [zzuddin bin Abdi as-Salam, alhi figih Mazhab

% Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 113

4 Marzuki Wahid, Figihi fndonesia (Kompilasi Hutum Islam dan Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia,
(Bandung : Marja, 2014), hlm. XXV
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Syafi’i, menegaskan, setiap tindakan hukum dimaksdukan
untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kepentingan
Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan manusia. Kebaikan
manusia tidak menambah kebesaran Tuhan dan kedurhakaan
manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya. Oleh karena itu,
tindakan atau keputusan hukum yang tidak memenuhi tujuan
tersebut adalah batil®.

Menurut Mustafa Syalabi, bahwa maslahah dapat saja
berubah disebabkan oleh pergantian zaman, perbedaan
lingkungan dan kondisi perseorangan, disamping ada
maslahah yang tidak akan berubah sepanjang masa.
Maslahah yang dapat berubah terdapat dalam hukum-hukum
yang bertalian defigan” soal kemasyarakatan, sedangkan
maslahah yang tidak akan besubah dan abadi tersimpul pada
bidang ibadat mumi®. \wlbud Qayyim menegaskan bahwa
perubahan fatwa hukum  sesuaidengan perubahan zaman,
tempat, hal-ihwal, dan kebiasaan]

7 aplplly oty Qg Yy ASETly 22 5 ot sl ly gyl i

Artinya »"fatwaV berubanh* dan berbeda- sesuai dengan
perubakidn zaman\tempat, keadaan, niat dan adat
kebiasaan™.

Ahmad Qadri Azizy menjelaskan, bahwa salah satu
faktor yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum
Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial
budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara®.

% Izzuddin bin Abd as-Salam, Qawai'd al-Ahkam fi Mashalih al-Anam,
(Dar al-Jil, 1980), him. 73

§ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum
Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajatr, 2015), hlm. 90

7 Ibnu Qayyim al-Yauziyah, [famu al-Muwaqqgi'in ‘an Rabb al-*Alamin,
Juz HI, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), him. 14

® Ahmad Qadri Azizy, Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara
Hukum Islam dan Hulkum Umum, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 32



Sedangkan menurut Sulaiman Abdullah, dengan
memperhatikan awal pertumbuhan hukum Islam, maka
terlihat tiga dimensi dan wawasan pengembangan hukum
Islam. Pertama dimensi pemeliharaan, yaitu dimensi untuk
memlihara tatanan hukum yang masih dipandang relevan
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, dimensi pembaruan,
yaitu dimensi yang merupakan perubahan hukum lama untuk
ditingkatkan dan disempurnakan. Ketiga, dimensi proklamasi
(penciptaan) hukum baru yang dikehendaki untuk
mewujudkan kemaslahatan®, Oleh karena itn hukum Islam
yang dapat menerima perubahan atau pembaruan ini adalah
hukum Islam di bidang-muamalat-(al-ahkam al-muamalah).
Hal ini dapat dipahathi dari isyarat yang diberikan oleh
Rasulullah SAW. Melalui sébuah hadits berikut : s de o3l
Ay (kamu lebih taht tentang umsan duniamu). Hal yang
berkaitan dengan urusan dunia, termasuk bagian dari urusan
muamalah, yakni berhubungan “sesama manusia, seperti
urusan perkawinan, kéwarisan, perwakafan dan lain-lain'®.

Terkait dengan soal perkawinan, dalam sejarah
politik hukum\ Indonesia-merdeka, 1onggak pembaruan
hukum keluarga Islam pertama , kali ditandai dengan
pengundangan hukuir-perkawinan(UU No. 1 Tahun 1974)
pada paruh awdhiezimOrde Bammn (17 tabun kemudian, pada
akhir rezim Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam
(Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) sebagai pedoman
hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi Hakim-
Hakim di Pengadilan Agama'’. Dan 12 tahun berikutnya,
pada tahun 2003 setelah kejatuhan rezim Orde Bam,
Depertemen Agama RI, sekarang Kementerian Agama RI
menyerahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan

® Sulaiman Abduilah, Dinamika Qiyas Dalam Pembaruan Hukum Islam,
Kajian Konsep Qivas Imam Syafi'i, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 204

10 Baharuddin Ahmad dan llly Yanti, Eksistensi..., him. 89

W Abul Khair, Telaak Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum [slam

(Reorientasi Figiih Hukum Keluarga di Indonesia, ( Jummal Al-Risalah, Januari-Juni
2016), him. 21
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Peradilan Agama, selanjutnya disebut RUU HTPA kepada
Presiden untuk diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI dan
meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Udang-
Undang'?.

Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober
2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen
Agama RI, selanjutnya disebut Pokja PUG Depag
meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang
disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.
Naskah ini menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan
hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum
Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU
Hukum Perwakafan Islam'3.

Sebagaimana, temnuat dalam buku itu, secara
keseluruhan naskah-ini dimaksudkan sebagai seperangkat
rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar
bagi terciptanya masydrakat berkeadilan yang menjunjung
nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum
perempuan,\metatanyd niansa Keralimatan dan kebijaksnaan,
serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.
Selain itu juga menawarkan\ciimtusan baru syari’at Islam
dalam konteks  figih~, yang-—sesuai , dengan kehidupan
demokrasi dan menCerminkan-karakter genuine kebudayaan
Indonesia sebagai alternatif dari tuntutan formalisasi syari’at
Islam yang kaffah pada satu sisi dengan keharusan
menegakkan demokrasi dalam nation-state Indonesia pada
sisi yang lain'.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW,
adalah agama wahyu yang merupakan mata rantai ajaran
Islam yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad
SAW. Agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad

12 Marzuki Wahid, Figi#..., hlm. 199
13 Jbid, hlm. 200
14 Jbid, him. 220



SAW ini memiliki sifat yang universal, maksudnya adalah
letak keuniversalan ajaran Islam dan watak serta tabiat yang
dimilikinya semua tercermin dalam keseluruhan ajaran Islam.
berwatak takamul (sempurna), mengandung pengertian
bahwa syari’at Islam itu lengkap, sempurna dan bulat dan
terkumpul padanya keanekaragaman pandangan hidup.
Artinya bahwa, meskipun umat manusia berbeda-beda suku
bangsa dan adat istiadatnya, Islam dapat menghimpun
kesemuanya itu dalam kesatuan wadah yaitu bermama
Islam’®.

Sedangkan makna wasatiyah (harmonis),
mengandung pengertian-harus-imbang dan harmonis baik itu
aspek duniawinya matipun aspek-ukhrawinya dan harakah
(dinamis), yang mengandung pengertian bahwa, Islam itu
dinamis, mempunyai’ kemampuan untuk berdialog dan
mempunyai daya hidup yang dapat membentuk dirinya
sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman. Oleh karena
itu keuniversalan ajaran//Islam  seiring dengan dinamika
struktural budaya manusia sehingga dapat dituangkan dalam
sebuah sistem mnilai pola- keraugka berfikir-manusia yang
mampu berhadapan ~dengan, sebuah realitas kehidupan
manusia'®.

Seiring dengan dindmikabudaya patriarki yang sudah
hidup dalam rentangan waktu yang cukup lama dan budaya
itu sendiri merupakan sebuah hasil cipta, rasa dan karsa
manusia, maka perubahan akan adanya paradigma baru tidak
dapat terelakkan sebagai sebuah refleksi pengalaman hidup
seseorang dalam menyikapi fenomena kehidupan, maka
pemikiran seseorang tidak dapat dilepaskan dalam konteks
ruang dan wakitu dimana manusia mengalami dan
menghayati sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan yang

"> M. Muslich. KS, Moral Islam Dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV,
Cet. I, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2006), hlm. 31-32
16 fhid
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dibarengi terbukanya wawasan pola berfikir baru mempunyai
psikologis yang mendalam terhadap kehidupan manusia'’.

Manusia yang hidup dalam era teknologi dituntut
untuk berfikir secara universal dan substansial. Akan tetapi
pada saat yang sama juga dituntut untuk bertindak secara
local terikat batas-batas weltanschauung yang terbentuk oleh
faktor sejarah, geografis, bahasa, agama dan kultur budaya.
Perpaduan dan pertimbangan pola berfikir tersebut tidak
dapat dikesampingkan dalam kehidupan sosial kontemporer.
Pola Dberfikir global, universal substansial tanpa
memperhatikan faktor budaya lokal akan membawa orang
tereliminasi dari lingkungannya. Juga sebaliknya, terjerat
kedalam pola berfiKir budaya' lokal tanpa peduli pengaruh
budaya global, juga jakan menyebabkan kepribadian terpecah
(split personality) sebabuterhimpit| dua tuntutan berfikir dan
bertindak'®. Dan kultur budaya Serta tradisi mahar dengan
varian-varian yang ada sebagai> sebuah pandangan dalam
kehidupan komunitas- Muslim'>yang dijadikan salah satu
upaya untuk mengangkat kedudukan perempuan sangatlah
dimungkinkan.

Sebanyak 178 pasal, ada 23 poin pembaruan hukum
Islam yang ditawarkan oleh-teami\Pokja PUG, yang mana
Tawaran-tawaran ~ini -tampak—berbeda dengan ketentuan
hukum Islam “dalam” "‘Kompilasi' “Hukum Islam dan
pemahaman figth secara umum yang berkembang di
Indonesia!®. Counter Legal Draft ini dinilai telah berhasil
mengklarifikasi beberapa kekeliruan dan salah tafsir terhadap
gagasan dan pemikiran tentang institusi perkawinan. Salah
satunya yaitu konsep tentang mahar dalam hukum
perkawinan Islam. Sudah maklum dan diketahui bahwa pada
dasarnya mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki
kepada mempelai perempuan sebagaimana ketentuan KHI

17 Ibid, hlm. 16
'8 tbid, hlm. 17
¥ Marzuki Wahid, Figih..., him. 221



dan pemahaman figih yang berkembang di Indonesia pada
umunya. Akan tetapi konsep yang ditawarkan oleh Counter
Legal Draft yang tertuang dalam naskahnya mengatakan
bahwa mahar bisa dilakukan oleh calon suami dan atau calon
istri sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal yang berlaku,
tidak mutlak mahar itu merupakan bentuk kewajiban suami
kepada istrinya®.

Isu tentang mahar merupakan salah satu dari
beberapa isu pembaruan terkait dengan reformast dalam
bidang hukum perkawinan yang terjadi diberbagai negara
Muslim seperti Maroko, Yordania, Pakistan, Bangladesh,
Mesir, Syiria, Malaysia dan termasuk Indonesia®'.

B. Fokus dan Pertanyaan/Penelitian

Fokus penelitian-dalam tesisiini adalah studi tentang
pembaruan konsep mahar“yang ditawarkan oleh Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan
bahwa, baik mempelai Jlaki-laki ataupun mempelai
perempuan sama-sama ‘| mempunyai wewenang untuk
memberikan mahar. Jadi mahar itu tidak mutlak merupakan
bentuk kewajiban, mhempelai [laki<laki. "Korsep-mahar seperti
inilah yang menjadi fokus penelitian penulis, dengan tinjauan
Magqasid Syari'ahAbdullah.Saeed/ sebagai perspektif. Oleh
karena itu yang,menjadi~pertanyean dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut™
a. DBagaimana konsep mahar dalam fiqih perkawinan

menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ?
b. Bagaimana tinjavan maqasid syari’ah Abdullah Saeed
terhadap konsep mahar menurut Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam ?
C. Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan penelitian berdasarkan tiga fokus
pertanyaan penelitian dia atas adalah sebagai berikut :

2 Marzuki Wahid, Figih..., hlm. 217
M Qodariah Barkah, “Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim”,
Ahkam : Vol. XIV, No. 2, (Juli 2014), hlm. 279
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Untuk menganalisis konsep mahar dalam hukum
perkawinan Islam menurut Counter Legal Draft
Kompilasi hukum Islam.

Untuk menganalisis bagaimana tinjauan maqasid
syart'ah Abdullah Saeed terhadap konsep mahar yang
ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
Islam.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam kegiatan penelitian ini setidaknya ada dua manfaat

yang akan diperoleh, baik itu secara teoritis maupun secara
praktis.

1.

Manfaat teoritis.
penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan

sumbangan pemikiran’ sebagai karya ilmiah yang dapat

dipertanggung jawabkanssehingga mampu menambah
khazanah ilmiah> dalam biddang hukum Islam, tentang
pembaruan hukum /perkawinan dalam Islam yang
dilakukan oleh Counter Ii¢gal Draft Kompilasi Hukum

Islam khususnya terkait tentang persoalan mahar

Manfaat Praktis.

a. Bagi peneliti diharapkan dapat memberi pemahaman
tentang pembahatuan’\/hukum mahar dalam
perkawinan.Jslam.

b. Bagi'masyatakat Muslim“diharapkan bisa memhami
perlu atau tidaknya ada pembaharuan dalam hukum
perkawinan Jslam khususnya terkait tentang
persoalan mahar.

¢. Menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan
bagi pengembangan hazanah keislaman.

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian itu

memuat argument-argumen logis yang mengemukakan
pentingnya bab-bab dan subbab dari tesis dan merupakan
pondasi dasar bagi bab-bab selanjutnya agar saling terkait.
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Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini
adalah :

BAB I pendahuluan. Pada bab ini memuat sub-sub
bab antara lain : latar belakang masalah, yang membahas
tentang seputar permasalahan yang dibadapi dan yang
melatarbelakangi diangkatnya penelitian ini, lalu kemudian
ada pertanyaan dan fokus yang menjadi penpenelitian , dan
fujuan serta manfaat dalam penelitian yang terdiri dari
manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II Kajian penelitian terdahulu dan kerangka
teori. Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang
berfungsi memberikan—informasi. kepada penulis terkait
tentang hasil-hasil penélitian dengan tema yang sama untuk
mencari sudut pandang yangvsbaru agar lahir penemuan-
penemuan baru sehingga ‘\permasalahan yang sama diulang-
ulang. Subbab selanjutnya berisi tentang kerangka teori —
teori yang berfungsil sebagaiwpijakan bagi penulis untuk
membantu meneliti yang menjadifokus dalam tesis ini.

BAB III metode penelitian. Metode penelitian
berfungsi sebagdi sarana atav-alat-untuk mencapai tujuan atau
sasaran dalam suatu penelitian. Yang metode yang penelis
gunakan adalah metode-‘kualitatif vang memuat tentang jenis
dan sifat penelitian, [peéndekatan penélitian)\teknik pengolahan
data dan terakhir teknik analisa data.

BAB IV hasil dan analisis peneitian. Dalam bab ini
penulis mengemukakan hasil dari penelitian dan disertai
analisis dart hasil penelitian sekaligus menjawab pertanyaan
penelitian.

BAB V penutup. Bab ini merupakan bagian akhir
dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BABII
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KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu yang ada
kaitannya dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Adul Kohar yang berjudul,
Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.
Permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah
ketika dalam adat istiadat mahar dibingkai sedemikian rupa
dalam bentuk bingkais kaca, bentuk masjid dan lain
sebagainya supaya terlihat(unik “dan mengesankan. Bahkan
pembingkaian tersebut ada yang bersifat permanen sehingga
mahar sebagai pemberian‘awal tidak bisa digunakan oleh istri
dan hanya sebagai hiasan /dinding. Dan perbuatan tersebut
termasuk ke dalam kat€gori mubadzir. Lalu yang menjadi
pokok dalam penelitian-“tersebut adalah bagaimana
kedudukan mahar serta.hikmahnya dalam pgrkawinan,

Hasil’ penelitiannya menyatakan bahwa setiap akad
pernikahan yang tefpénuhi gyarat dan rukunnya maka akan
menimbulkan beberapa pengaruh setelahnya yaitu, adanya
hak dan kewajiban_/ antara .Keddanya dan hikmah
disyari’atkannya mahar adalah untuk memuliakan dan
menghormati perempuan yang besar kecilnya ditetapkan
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, karena
pemberian tersebut harus dilandasi dengan rasa ikhlas'.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian tesis
ini adalah, bahwa penelitian di atas fokus permasalahannya
merujuk kepada kedudukan mahar dan hikmahnya dalam
perkawinan. Sedangkan penelitian dalam tesis ini juga
hampir sama. Akan tetapi lebih mencari hikmah mahar dalam

'Abdul Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan®,
Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, ASAS 8.2, (2016).
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hukum perkawinan dari segi pembaruan yang dilakukan oleh
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang
menganggap mahar bukanlah hak monopoli laki-laki melalui
tinjavan maqasid Abdullah Saeed.

Jumal yang ditulis oleh Harijah Damis yang berjudul,
Konsep Mahar Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan
(kajian putusan no. 23 K/AG/2012. Yang menjadi fokus
dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pertimbangan Hakim
baik itu Hakim Pengadilan Agama maupun Hakim
Mahkamah Agung terhadap gugatan seorang istri dengan
tuntutan penyerahan mahar berupa sebnah rumah setelah
terjadinya perceraian/ AKan. tetapi tergugat mendalilkan
bahwa maharnya hanya sebuah cincin emas dan seperangkat
alat shalat. Dan pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat
menerima gugatan penggugat;” akan tetapi dalam tingkat
Kasasi gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan.

Hasil penelitiannyd, menyatakan bahwa, harus ada
regulasi aturan yang mengatur-Ketentuan mahar berdasarkan
fikih dan secara_ sosial masyarakat bahwa _mahar tersebut
benar-benar.hak' mutlak.milikistri, fidak-hanya ucapan
formalitas belaka ketika akad.%

Perbedaan antara penelitian di atas dengan yang
penulis teliti adalah; bahwa dalanr jurpaldiatas penelitiannya
fokus kepada pertimbangan Hakim dalam memutuskan
perkara sengketa mahar. Sedangkan fokus dalam penelitian
ini adalah terkait tentang hikmah adanya pembaruan dalam
hukum perkawinan Islam dalam hal syarat dalam pernikahan
yaitu, ketidakmutlakan calon suami untuk wajib memberikan
mahar kepada calon istri menurut Counter Legal Draft
Kompifasi Hukum Islam dengan menggunakan metode
maqasid Abdullah Saeed.

*Harijah Damis, “konsep mahar perspelktif fikih dan Perundang-Undangan

(kafian putusan no. 23 K/AG/20127, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 ( 1 April 2016).
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Jurnal yang ditulis oleh, Halimah B yang berjudul,
Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer.
Permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah,
masih banyak kalangan masyarakat yang berasumsi bahwa
mahar merupakan sebuah harga yang harus dibayar oleh
seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap
istrinya. Lalu yang menjadi fokus dalam penelitiannya adalah
bagaimana pandangan Al-Qur’an terutama dalam tafsir-tafsir
kontemporer terhadap konsep mahar dalam perkawinan
Islam.

Hasil dari penelitiannya tersebut mengatakan bahwa,
konsep mahar dalam.-tafsir kontemporer adalah harta yang
wajib diserahkan oleh suami terhadap istrinya pada waktu
akad nikah. Dan mahar tersebut mutlak milik istri, sedangkan
pemberian mahar tersbut bukanlah termasuk transaksi jual
beli sebagaimana masih| ada sebagain masyarakat yang
menganggapnya sebagai transaksijual beli>.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas
dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa dalam jurnal
tersebut Iebih kepada fokus-mengkaji tafsir=tafsir Al-Qur’an
kontemporer untuk smencari, makna dibalik konsep mahar
dalam perkawinan' Islam:-Sedangkan penelitian dalam tesis
ini bisa dibilang|sebagainpéngembangan lanjutan sebagai
upaya mencari hikmah dibalik konsep mahar dalam
perkawinan Islam yang digagas oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mahar tidaklah
mutlak merupakan kewajiban bagi calon suami dengan
menggunakan metode maqasid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh Bambang Sugianto yang
berjudul, Kualitas dan Kuantitas Dalam Perkawinan (Kasus
Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW). Yang
menjadi fokus penelitian dalam jumal tersebut adalah

3 Halimah B, “konsep mahar (mas kawin) dalam tafsir kontemporer”, Al-
Risalah, Volume 15 No. 2, ( 2 November 2015).
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bagaimapa hukum mahar dalam konteks kekinian dan
bagaimana pemahaman baik itu secara tekstual maupun
kontekstual mengenai riwayat hadits Salman bin Said tentang
mahar pada seorang wanita yang menyerahkan diri kepada
Nabi Muhammad SAW.

Hasil dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa, secara
tekstual batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi
atau yang senilai dengannya dan secara kualitas dapat
diambil manfaatnya. Sedangkan secara konstektual batas
minimal kuantitas mahar senilai dengan nisab potong tangan.
Sedangkan dalam konteks kekinian adalah tidak ada batas
minimal kuantitas mahar-selagi didasari atas saling rela,
saling ridho dan ada keSepakatan antara kedua belah pihak.*.

Perbedaan antara penelitian di dalam jurmal tersebut
dengan penelitian dalam “tesis-ini “adalah, bahwa penelitian
dalam jurnal tersebut fokusnya adalah menganalisis terhadap
scbuah hadits dalam —menentukan batas minimal dan
maksimal kaitannya dengan’jumlah mahar yang harus
diberikan. Sedangkan fokus dalam penelitian tesis ini adalah
menganalisis/ tentang wacana ~baru| térhadap pembaruan
konsep mahar dalam perkawinan Islam yang ditawarkan oleh
Counter Legal Draft” Kompilasi Hukum I[slam dengan
menggunakan metode niagasid AbdullahSaeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Burhanuddin A. Gani dan
Ainun Hayati yang berjudul, Pembatasan Jumlah Mahar
Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kecamatan Kluet
Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Yang menjadi fokus
penelitian dalam jurnal tersebut adalah aspek apa yang
melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan
oleh masyarakat Adat Kecamatan Kluet Timur dan
bagaimana tinjauan fikih terhadap praktek pembatasan
jumlah mahar tersebut.

* Bambang Sugianto, “kualitas dan kuantitas dalam perkawinan (kasus
wanita yang menyerahkan diri kepada nabi SAW)”, Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu
Syari’ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011).
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Hasil penelitiannya mengatakan bahwa, ada beberapa
faktor yang melatar belakangi terjadinya pembatasan mahar
yaitu, faktor agama, ckonomi sosial dan budaya. Jika di
ditinjau berdasarkan fikih apabila pembatasan mahar tersebut
terjadi akibat adanya paksaan, dibujuk dan ada tipu muslihat
maka hukumnya tidak boleh®.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal tersebut
dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa penelitian di
atas lebih fokus untuk menganalisis ketentuan hukum Adat
tentang pembatasan pemberian mahar yang akan diberikan
calon suami kepada calon istri lalu kemudian ditinjau
berdasarkan perspektif-fikih—~Islam. Sedangkan fokus
penelitian dalam tesis ini adalalbuntuk menganalisis tentang
pembaruan yang dilakukan’, oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum |Islam Kaitanhya dengan konsep mahar
yang pemberiannya> tidak | mutlak merupakan kewajiban
suami dan kemudian-ditifjau-berdasarkan perspektif maqasid
Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Masrokhin yang berjudul,
Perspektif JAI*Qurian _Tentang) Mahdr\Peémikahan Dalam
Masyarakat Terbukar Dalam jumnal tersebut yang menjadi
focus penelitiannya adalah’ terkait dengan mas kawin dalam
perspektif Al-Qur’an (sertasmencari mdkna seperti apa yang
dapat diambil dari paparan Al-Qur’an tentang mas kawin
kaitannya dengan persinggungannya antara Al-Qur’an saat
diturunkan dengan konteks masyarakat Arab setempat dalam
persoalan mas kawin.

Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa, menurut Al-
Qur’an, pemberian merupakan simbol cinta dan kasih
terhadap perempuan. Dan perintah pemberian mahar dalam
hal ini pihak laki-laki tidaklah bersifat absolut akan tetapi

* Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar
Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, Samarah : Jurnal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I No. 1 : ISSN : 2549-3132; E-ISSN : 2549-3167,
(1 Januari-Juni 2017),
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perintah tersebut bersifat relatif dalam konteks dan sosial
budaya yang terus mengalami perubahan®.

Perbedaan antara penelitian jurnal di atas dengan
penelitian dalam tesis ini adalah terletak pada pendekatannya
jika dalam jurnal di atas lebih menekankan menggunakan
pendekatan historis  akan tetapi dalam tesis ini lebih
menekankan menggunakan pendekatan maqasid Abdullah -
Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh Abul Khair yang berjudul,
Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”
(Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam di Indonesia).
Fokus yang menjadi penelitian~dalam jurnal tersebut adalah
melakukan studi komparatif terhadap Counter Legal Draft
dengan Kompilasi| Hukiim Hulkum Islam terkait tentang nalar
hukum yang digunakanelelrkeduanya, dengan menggunakan
pendekatan maqasid syart ahsecara umum.

Hasil dari—penelitian—tersebut beliau mengatakan
bahwa, tawaran yang dilakukan oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam terpengaruhi oleh ide-ide pemikiran
liberal. \Dan “alangkah_baiknya imetgdelogh yang digunakan
oleh Counter Legal [Draft, Kompilasi Hukum Islam untuk
menggunakan kaidah-kaidah ™~ 'yang muc'tabarah  dan
komprehensifagar)sesuai'dengan-tujuan-tujuan syari’at untuk
menciptakan kemaslahatan bagi manusia’. '

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas
dengan penelitian dalam tesis ini terletak kepada tujuan dan
pendekatannya. Bahwa objek yang diteliti yaitu sama terkait
dengan pembaruan terhadap hukum keluarga Islam lebih
khusus terkait mahar dalam hukum perkawinan Islam yang
ditawarkan oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum

& Masrokhin, “Perspektif Al-Qur’an Tentang Mahar Pernikahan Dalam
Masyarakat Terbuka”, Irtifaq, Vol. 2, No. 1, ISSN : 2536-0983, ( Maret 2015).

7 Abul Khair, “Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
Istam” (Reorientasi Fikih Keluarga Islam Indonesia), Al-Risalah : Jurnal Keluarga
Tslam, Vol. I, No. 1, ( Januari-Juni 2016).
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Islam. Akan tetapi dalam jurnal tersebut lebih menekankan
untuk mengkritisi nalar hukum yang dipakai oleh Counter
Legal Draft dan Kompilasi Hukum Islam dengan
menggunakan pendekatan maqasid secara umum. Akan tetapi
dalam penelitian tesis ini lebih fokusnya lebih menekankan
untuk mencari hakikat dari pembaruan tersebut dan lebih
khusus untuk menganalisisnya dengan menggunakan
pendekatan maqasid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis olch, Noryamin Aini yang
berjudul, Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam :
Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia.
Yang menjadi focus—penelitiannya adalah terkait tentang
praktek pemberian mahar yang “dilakukan dalam komunitas
muslim Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan Banjar, karena
sangat ecrat kaitannya 'dengan aspek sosial, ekonomi dan
kultural. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
satu tesis sosiologi hukum bahwa dimensi sosial, ekonomi
dan kultural tersebut  sangatlah’/inheren dalam dinamika
pranata mahar serta untuk menguji kebenaran bahwa praktek
mahar akan berubab/mengikutilogika dan trén sosial budaya.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan
bahwa, dalam praktekmiya, disejumlah masyarakat Islam
mengalami perubahan dan! perbeddan\yang signifikan di
dalam lintas ruvang dan waktu, Perbedaan tersebut bisa dilihat
dari wujud mahar dari tradisi uang lalu kemudian berubah
dalam bentuk format simbol perhiasan dan simbol agama®.

Perbedaan antara penelitian dalam jumnal di atas
dengan penelitian dalam tesis ini adalah, bahwa yang
menjadi fokus penelitian dalam jurnal tersebut terletak pada
praktek mahar itu sendiri yang ada dalam komunitas
masyarakat Muslim Indonesia. Sedangkan fokus penelitian
dalam tesis ini adalah tentang pembaruan dalam hukum

¥ Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar
dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia’’ Ahkam, Vol, No. (1 Januari
2014).
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keluarag Islam yang dilakukan oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam salah satu diantaranya adalah
tentang persoalan ktidakmutlakan calon suami untuk wajib
memberikan mahar kepada calon istri dengan menggunakan
pendekatan maqasid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Muhammad Igbal yang
berjudul, Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i.
Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah tentang praktek
mahar di suatu daerah tertentu khususnya di Aceh, telah
membuat ketentuan tentang penetapan mahar yang terlalu
tinggi dan dianggap memberatkan bagi calon suami, lalu
menelaahnya dengan menggunakan tinjauan fikih mazhab
Syafi’i.

Hasil penelitian dalam | jurnal tersebut dikatakan
bahwa, dalam mazhab. Imam~ Syafi’i, tidak ada batasan
maksimal maupun minimal dalam pemberian mahar kepada
seorang perempuan.-Datl yang-menjadi aspek terpentingnya
adalah mahar tersebut janganlalh sampai memberatkan pihak
laki-laki. Sedangkan hikmah pensyari’atan mahar adalah
untuk bolghnya sedrang suani-dan istfi‘beriima’®.

Perbedaansantara penelitian dalam jumal tersebut
dengan penelitian tesis'ini adalah, bahwa dalam jurnal di atas
fokusnya kepada praktek'mahar §tu sefidiri yang terjadi dalam
masyarakat tertentu dan di analisis dengan menggunakan
tinjauan fikih mazhab Syafi’i. Sedangkan fokus penelitian
dalam tesis ini adalah konsep baru tentang mahar dalam
hukum keluarga Islam yang digagas oleh Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan tinjauan
maqasid Abdullah Saeed.

Jurnal yang ditulis oleh, Qodariah Berkah yang
berjudul, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim.
Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah tentang

* Muhammad Igbal, Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i, “Al-
Mursalah, Vol. 1 No.2 (Juli-Desember 2015).
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reformasi hukum keluarga Islam khususnya persoalan mahar
yang ada diberbagai negara yang mayoritas berpenduduk
Muslim dan melakukan analisis perbandingan diantara
negara-negara tersebut.

Hasil penelitian dalam jumal tersebut dikatakan
bahwa, merupakan sebuah keharusan adanya aturan hukum
yang mengatur tentang persoalan mahar dalam hukum
perkawinan untuk mengatasi terjadinya problem dalam
rumah tangga jika terjadi persoalan dikemudian hari, maka
hal ini yang nantinya dapat menjadi patokan bagi hakim
dalam menyelsaikan problem tersebut.

Perbedaan antara penelitian dalam jumal tersebut
dengan penelitian dalam tesis ini-adalah terletak pada objek
penelitiannya. Jika dalam'peneélitian jurnal tersebut reformasi
hukum keluarga khsusnya di In donesia, yang menjadi objek
analisisnya adalah konsep mahar menurt Kompilasi Hukum
Islam. Sedangkan penelitiansdalam tesis ini yang menjadi
objek analisisnya adalah /mahar dalam pandangan Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal ‘yang/ditulis~oleh, | Irdawati“Saputri dengan
judul Mahar : Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya
Pada Masyarakat " Kabupaten' 'Konawe. Fokus penelitian
dalam jurnal ‘tersebut adaldh~ dntuk /mencari eksistensi,
urgensi serta implementasi mahar bagi masyarakat
Kabupaten Konawe yang dalam pelaksanaannya dilakukan
berdasarkan adat masyarakat setempat dan untuk mencari
relevansinya terhadap ketentuan-ketentuan syari’at.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut dikatakan
bahwa, penentnan harga mahar dalam rangkaian adat jangan
sampai memberatkan calon suami, dan pemberian mahar
tersebut harus berdasarkan kepada keikhlasan dan bukan
merupakan paksaan dari calon istri agar timbul rasa damai
dalam hati calon suami untuk melangsungkan pernikahan.
Sedangkan implementasi dalam pemberian mahar tersebut
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sesuai dengan hukum Islam dengan mengintegrasikan dengan
nilai-nilai budaya'®.

Perbedaan antara penelitian dalam jumnal di atas
dengan penelitian dalam tesis ini yaitu, yang menjadi fokus
penelitian dalam jurnal tersebut terletak pada analisis
pelaksanaan mahar dalam prosesi adat istiadat, akan tetapi
fokus dalam penelitian ini terletak pada analisis konsep
mahar menurut pandangan Conter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh, Subhan yang berjudul, Nalar
Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syari'ahlslam. Fokus
penelitian dalam jurnal tersebut adalah mencari makna mahar
dalam Al-Quran dengan melakukan tinjauan berdasarkan
sejarah pada masa Jlampau kemudian dikaitkan dengan
konteks masa kini terkait“fentang, pemberian mahar dalam
hukum perkawinan Islam.

Hasil penelitian | dalamjurnal tersebut beliau
mengatakan bahwa, praktek“pemberian mahar pada masa
jahiliyah mempunyai, makna, sebagai_ alat transaksi antara
calon suami‘dengan“kerabat {ayah) , dam 'menjadikan calon
istri sebagai sebuahl Kénioditif\Akan tetapi ketika Al-Qur’an
turun konsep tersebut berubah, yang awalnya mahar
dibayarkan kepada kerabat “(ayah) calén, istri, akan tetapi
sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dan
pada fase sekarang ini, berubah dari sekedar tanda
pembayaran transaksi menjadi pemberian tanda cinta dan
kasih sayang, dan sebagai tanda penghormatan terhadap
perempuan serta bukti tanggung jawab untuk menafkahi istri
selama masih dalam ikatan perkawinan'!.

9 Irdawati Saputri, Mahar : Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya

Pada Masyarakat Kabupaten Konawe, Jurnal Ushuluddin dan Dakwah, Vol 1 (1}, (

2018).

" Subhan, Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syari’ah Islam, At-

Turas : Jurnal Studi Keislaman, Vol IV, No. 1 ( Januari-Tuni 2007),



21

Penelitian dalam jumnal tersebut dengan penelitian
dalam tesis ini hampir sama yaitu mencari kesetaraan makna
dalam pemberian mahar dalam hukum perkawinan Islam.
Akan tetapi perbedaannya terletak pada pendekatannya jika
dalam jurnal tersebut tinjauan yang digunakan berupa
pendekatan historis akan tetapi dalam tesis ini tinjauan yang
digunakan berupa pendekatan maqasid Abdullah Saeed.

Jumnal yang ditulis oleh, Aris Nur Qadar Ar-Razak
yang berjudul, Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat
Masyarakat Muna (Sebuah Tinjanan Akomodasi Hukum).
Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah praktek pelaksanaan
mahar yang dilakukan-oleh-masyarakat Muna sebagai upaya
akomodasi hukum ke/dalam sistem hukum nasional. Dengan
menggunakan mpendekatdn nermatif-empiris.

Hasil penelitian “dalam ~jurnal tersebut dikatakan
bahwa, dalam pelaksanaannya mahar dalam perkawinan adat
muna diatur berdasarkan tingkat stratifikasi. Tingkat pertama
yaitu bangsawan, tingkat kedua petani dan tingkat ketiga
adalah jelata. dan pelaksanaan adat tersebut dimasukkan ke
dalam produk peraturan- perindang-undangan seperti perda
agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat',

Perbedaan ' antara- penelitian dalam jurnal di atas
dengan penelitian—dalani tesis' dni| adalah, bahwa fokus
penelitian dalam jurnal tersebut Iebih kepada praktek adat
istiadat dalam pemberian mahar dan sudah menjadi perda
sebagai upaya akomodasi hukum ke dalam sistem hukum
nasional. Sedangkan fokus penelitian dalam tesis ini adalah
konsep baru dalam kaitannya dengan pemberian mahar yang
digagas oleh Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
sebagai upaya kritik terhadap konsep lama yang ditawarkan
oleh Kompilasi Hukum Islam.

2 Aris Nur Qadar Ar-Razak, Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan
Adat  Muasyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum), Al
‘Adl, 11(1),(2018, 119-129).
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Jurnal yang ditulis oleh Nurul Hakim yang berjudul,
Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh
Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka
Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep
Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari’at Islam dan Hukum
Adat). Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah mencari
sebuah alternatif pengganti dari konsep dan aplikasi
pemberian mahar dalam adat perkawinan yang ada di Aceh
Pidie yang dianggap terlalu tinggi dalam menntukan jumlah
mahar yang harus dikeluarkan oleh calon suami.

Hasli penelitian dalam jurnal tersebut Beliau
mengakatan bahwa, /st besar  masyarakat  Aceh
menginginkan adanyg’ syari’at Islam dalam
hukum Adat Aceh gpt ¢rlakuan hukum mahar
karena tmggmya ma % gohdrus| dikeluarkan oleh pihak

Adat perkawman be _ \
masyarakat Aceh dalanime

Perbed dalam jurnal di atas
dengan p&é&l élll ahwa fokus
penelitian dalam junlﬁls_eb%\eéx tentang konsep mahar
yang dilaksanakan "dalami~ masyarakat Adat Aceh Pidie.
Sedangkan fo@NE&Am adalah terkait
tentang konsep mahar yang digagas oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk melakukan
pembaruan dalam hukum keluarga Islam.

Jurnal yang ditulis oleh, Apriyanti yang berjudul,
Historiografi Mahar Dalam Pernikahan. Fokus penelitian

dalam jurnal tersebut adalah untuk mencari makna dari
eksistensi mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami.

'* Nurul Hakim, Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh

Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada
Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar : Sebuah Revitalisasi Syari’at
Islam dan Hukum Adat), Juridikti Vol 7 No. 3 ISSN LIPI : 1979-9640, ( Desember

2014).
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Hasil penelitiannya mengatakan bahwa, dalam Islam
mahar bukanlah harga seorang perempuan sehingga istri
dapat dimiliki layaknya sebuah barang. Akan tetapi mahar
merupakan sebuah bukti keseriusan laki-laki terhadap
perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga dan
menjalaninya sebagai partner untuk mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah**.

Penelitian dalam jurnal di atas dengan penelitian
dalam tesis ini objek nya hampir sama yaitu mencari makna
dari wajibnya calon suami memberikan mahar kepada calon
istri. Akan tetapi dalam tesis ini mencari makna hakikat dari
sebuah konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam bahwa, dalam kontek mabhar,
seorang calon istri juga¢dapat memberikan mahar kepada
calon suami denganckata lain kewajiban memberi mahar
bukanlah mutlak harus diberikan oleh calon suami.

Jurnal yang ditulis’oleh Tlham Abbas, Marten Bunga,
dkk yang berjudul, Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar
Sompa Perkawinan Adat Bugis Makasar (Kajian Putusan PA
Bulukumba Nomor., 25/Pdt./2011/PABIK). “Fokus penelitian
dalam jurnal tersebut adalah bagaimana upaya hukum
seorang istri untuk mendapatkan'kepastian hukum atas mahar
sompa pada perkawinamadat |Bugis Makasar melalui proses
Pengadilan. Yang mana mahar sompa tersebut berasal dari
calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan.

Dalam jurnal tersebut dikatan bahwa, putusan hakim
pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar
Sompa merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar
bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar
keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada
Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang
berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status

14 Apriyanti, Historiografi Mahar Dalam Pernikahan, An Nisa’ : Jurnal
Kajian Gander dan Anak, Vol. 12, No 2, ( Desember 2017)
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. Kerangka Teori

hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut
menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan
perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut'’.

Perbedaan antara penelitian dalam jurnal di atas
dengan penelitian dalam tesis ini terletak pada objeknya. Jika
dalam jurnal tersebut yang menjadi objek penelitiannya
adalah mahar sompa dalam adat. Maka dalam tesis ini yang
menjadi objek penelitiaanya adalah mahar dalam Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai kajian
terdahulu belum ditemukan penehtlan yang fokus membahas
tentang pembaruan huk m-kaitanaya dengan mahar dalam

i an Qh Counter Legal Draft

keluarga Islam yang dé awar
Kompxla31 Hukurn Isltn y 'n%l sis berdasarkan tinjauan

Kerangka teori penelitian merupakan

sesuatu yang sangat"jﬁ”éjﬂjﬁﬁﬂ@qlk membentuk sebuah
bangunan dalam berfikir guna menguji sebuah rumusan suatu

model. Befikit\ikuy/ penpi Popafkafi, Eori-teori yang
berkaitan dengan p eg
1. Ruang ngku:] MAA
Hu dari Islamic law.
Hukum Islam bisa berarti syari’at Islam atau figih Islam.
Secara efimologi syari’ah berarti “jalan ke tempat
pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat
lalu air di sungai”, yang mengandung pengertian bahwa,
jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan.
Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk
manusia disebut syari’ah, dalam artian /ughawi, karena
umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di

" Ilham Abbas, Marten Bunga, dkk, Hak Penguasaan Istri Terhadap

Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makasar (Kajian Putusan PA Bulukumba
Nomor. 25/Pdt./2011/PABIk), Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, PP. 203-
218, (Agustus 2018).



25

dunia. Sedangkan secara ferminologi adalah, segala yang
diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW berupa
wahyu, baik yang terapat dalam Al-Qur’an maupun
Sunnah. Adapun figih secara etimologi adalah “paham
yang mendalam”. Sedangkan secara terminologi adalah
ilmu tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat
amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang
terperinei'®.

Oleh karena itu untuk menunjukkan hukum Islam
maka ada dua istilah yang selalu digunakan. Apakah
hukum Islam dalam konteks syari’ah ataukah hukum
Islam dalam konteks—figih. Kedua istilah tersebut,
disamping sama-sama membahas hukum Islam, akan
tetapi terdapat perbedaan» Perbedaan keduanya adalah
syari’at itu berasal 'dari Allah dan Rasulullah sebagai
pembuat syari’at: Sedangkam figih adalah kandungan
syari’at itu sendiri_melalui_yang diketahui ijtihad. Maka
dari itu, syari’at; adalah hukum Islam yang berlaku
sepanjang masa. Sedangkan figih adalah perumusan
konkret |hukum /Islam -untuk diaplikasikan pada suatu
kasus tertentu, ~disuatu , tempat, keadaan dan masa
tertentu. Keduanya “tidak dapat® dipisahkan akan tetapi
dapat dibédakan) apakah—ia (sebagai hasil penafsiran,
interpretasi ataukah hasil pemikiran para mujtahid’’.
Berkaitan dengan itu, hukum Islam yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah hukum Islam dalam konteks fiqih.

Kaitannya hukum Islam dalam konteks syari’at,
secara garis besar para ulama ushul figih membaginya
kepada dua macam.’

a. Hukum Taklifi.
Adapun yang dimaksud dengan hukum raklifi
adalah, ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya

16 Faturrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Scaial dan Hiukum Islam”,
{(At-Tahrir : Vol. 16, No.197-221, 1, Mei 2016), hlm. 205
7 bid, him. 206
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yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang
mutkallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk
melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan,
atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih
untuk berbuat atau tidak berbuat, yang dapat
dikelompokkan kepada lima bentuk yaitu. Wajib
(mewajibkan), nedb (anjuran untuk melakukan),
tahrim (melarang), karahah (anjuran untuk
meninggalkan) dan ibahah (pilihan untuk melakukan
atau meninggalkan)'®.

Hukum Wad'’i.

Adapun yang dimgksud dengan hukum wad’i
adalah ketentuan-ketentuan 'hukum yang mengatur
tentang sebab,; syarat,”,dan mani’ (sesuatu yang
menjadi penghalang ~kecakapan untuk melakukan
hukum fakliff)?®. Hukum” wad'i ini tidak harus
berhubungan 'dengan “tingkah laku manusia. Akan
tetapi bisa berbentuk ketentnan-ketentuan yang ada
kaitannya dengan _ perbuatan mukallaff yang
dinamakan hukum. faklifi baik /Aubungan itu dalam
bentuk sebab dan yang, diberi sebab, atau syarat dan
yang diberi syarat’ atau penghalang dan yang
dikenakan! halangan® ~Déngan/demikian, hukum
wad’i dibagi kepada tiga macam yaitu :

1. Sebab.

Dalam artian lughawi, sebab berarti sesuatu
yang dapat menyampaikan kepada apa yang
dimaksud. Sedangkan menurut istiah adalah
sesuatu yang dijadikan oleh syari’at sebagai tanda
bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab
sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Para

him. 114

'® Satria Efendi, Ushul Figih, Ce. 7, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 38

* Amir Syarifuddin, Ushul Figih I, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2008),
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ulama ushul membagi sebab kepada dua macam.
Pertama, sebab yang bukan merupakan perbuatan
mukallaf dan berada diluar kemampuannya.
Namun demikian, sebab itu memiliki hubungan
dengan hukum taklifii Karena syari’at telah
menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu
kewajiban yang harus dilaksnakan oleh seorang
mukallaf. Kedua, sebab yang merupakan
perbuatan  mukallaf dan  dalam  batas
kemampuannya. Sebab yang merupakan perbuatan
mukallaf ini berlaku padanya ketentuan hukum
taklifi. Oleh—karena—itu ada yang diperintahkan
untuk dilakukan. Seperti perintah melakukan akad
nikah ketika «khawatir zina. Ada juga yang
dilarang, seperti larangan zina yang merupakan
sebab bagi-ancaman hukuman. Dan ada pula yang
mubah, seperti”akad” jual beli sebagai sebab
perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak
pembeli?’.
2.\ Syarat.

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu
yang menghendaki* adanya sesuatu yang lain.
Sedangkan mienunit-istilah adalah sesuatu yang
tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan
berada di lvar dari hakikat sesuatu itu. Syarat dari
segi hubungannya dengan masyrut (yang disyarati)
secara hukum terbagi menjadi dua. Pertama,
syarat yang kembali pada hukum rteklifi, baik
disuruh melakukannya. Seperti bersuci bagi
keperluan shalat merupakan syarat bagi sahnya
shalat tersebut. Kedua, syarat yang kembali
kepada hukum wad'’i seperti haul atau berlalunya
tahun yang menjadi syarat bagi kewajiban zakat.

21 Satria Efendi, Ushul..., him. 58-59



Syarat dalam bentuk ini tidak ada kesengajaan
bagi pembuat hukum untuk menghasilkannya
ditinjau dari segi keberadaannya sebagai syarat.
Begitu pula tidak ada kesengajaan untuk tidak
mengadakannya. Tepatnya ukuran nisab itu satu
tahun hingga wajib padanya zakat bukanlah suatu
yang dituntut mengerjakannya atau
meninggalkannya®™,

3. Mani’.

Secara bahasa manil berarti penghalang dari
sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah seuatu
yang ditetapkan®syari’at-sebagai penghalang bagi
adanya hukum ‘atai penghalang bagi berfungsinya
suatu sebab; Para ulama  ushul membagi mani’
kepada dua macam-yaitu. Pertama, mani’ al-
hukm, yaitwosesuatu' yang ditetapkan syari’at
sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya
keadaan haid “bagi, wanita gSebagai penghalang
untuk melakukan shalat. Kedua, mani’ al-sabab
yaitu, seuatd "yang ditetapkan syari’at sebagai
penghalang ) (bagi\ berfungsinya suatu sebab,
sechingga dengan demikian sebab itu tidak lagi
mempunyai akibat hukum. Misalnya, ukuran satu
nisab merupakan sebagai syarat wajib zakat.
Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan
berhutang yang dapat mengurangi satu nisab,
maka keadaan berhutang itu menjadi mani’ untuk
wajib zakat®>.

Pada dasarnya hukum syara’ yang ditetapkan oleh
Allah SWT adalah ditujukan oleh manusia. Karena

2 Amir Syarifuddin, Ushud..., him. 121
 Satria Efendi, Ushul..., hIm. 63
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manusialah yang mampu menerima amanah sebagai
khalifah dimuka bumi ini. Hukum syara’ yang ditetapkan
oleh Allah sebagai rahmat bagi hamba-Nya untuk
mengatur segala tatanan kehidupan agar berjalan dengan
baik. Hukum-hukum yang ditetapkan untuk manusia
tersebut tanpa ada pengecualian. Namun hukum-hukum
tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam artian
bahwa setiap perintah ataupun larangan yang ditetapkan
itu tetap berada dalam kemampuan manusia untuk
menjalankannya karena pada dasarnya Allah tidak
memberatkan hamba-Nya melebihi kemampuannya®.
Tentu saja kemampuan-manusia dalam menjalankan
hukum berbeda “tingkatannya. Apa yang mungkin
dilakukan oleh orangemormal ‘mungkin bagi orang-orang
tertentu dan dalam keadaan tertentu dirasakannya sangat
berat dan berada di luar kemampuannya. Karena itu
dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia Allah
SWT mengecualikan pihak-pihak tertentu dari tuntutan
yang berlaku umum. Dengan demikian, terdapat hukum-
hukum yang | penerapannya sesuai/dengan dalil semula
dan hukum-hukum yang,penerapannya berbeda dengan
dalil semula, yang dalam hukum Islam disebut dengan
istilah aziviali dan Fikhisal®-
1. Azimah.

Azimah adalah hukum yang ditetapkan Allah
pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum.
Dalam artian bahwa, hukum yang ditetapkan pertama
kali atau hukum yang ditetapkan secara umum
berlaku terhadap setiap mukallaf tanpa dijelaskan
situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf
tersebut. Sehingga jika dipahami secara hukum
azimah misalnya shalat dalam kondisi apapun harus

2 Sulastri Caniago, “Azimah dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum
Islam”, (Juris : Volume 13, No. 2, Desember, 2014), him. 116
2 Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm. 100
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dilakukan dalam keadaan berdiri. Bangkai dan daging
babi dalam kondisi apapun tetap haram untuk
dimakan®®. Sehingga jika dikaitkan dengan mahar,
maka dalam kondisi apapun seorang calon suami
tetap wajib untuk memberikan mahar sebagai syarat
sahnya dalam perkawinan.

2. rukhsah.

Secara bahasa rukhsah adalah keringanan dan
kemudahan. Sedangkan dalam istilah diartikan
bahwa, hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil
menyalahi dalil yang ada karena adanya wdzur.

ana 2 andingkan antara azimah

enjauhi larangan secara
perintah wajib atau
haram atau makruh.

ikan kepada seorang mukal[af
dalam melakukan ﬁ:nntah dan menjauhi larangan®’.

2. Konsep Mbhdk DA frolimlidlatio,. S
a. Pcngertlan dﬁw
. Penge
Pedgdertiqn yimbfed{ dala, istilah ahli figih,
disamping perkataan “mahar” , juga dipakai
perkataan : “sadagq, nihlah, faridah, ajrun, ‘alaagah,
‘ugr, hibaa’, at-taul, nikah”. sedangkan dalam bahasa

Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin®®.
1. Sadag (3>al/3)sali/Aisal/Airal),

% Sulastri Caniago, Azimah..., him. 116
7 Amir Syarifuddin, Ushul..., him. 103

% M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih
Nikah Lengkap, cet. 4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), him. 36
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Makna dari kata sadag mempunyai arti
mahar, maskawin®®. Sebagaimana terdapat dalam
Al-Qur’an Surat al-Nisa ayat [4] :

P St o 2, e
s of o) G o A s sl L Hg

Artinya :“Dan berikanlah maskawin (mahar)
kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang
penuh  kerelaan. Kemudian, jika
mereka menyerahkan kepada kamu
bagian “dari\ (mas kawin) itu dengan
send@ing, hati, maka terimalah dan
nikmatilah- pemberian itu dengan

senang hati’°.

Kata sadaqg (3'44al), berasal dari kata (Gaall)
yang berarti sangat keras/kuat, karena itu
maskawin [hafus ditinaikan dan tidak dapat
gugur dengan rela merelakan. Sadag juga dapat
berarti | ~ungkapan jujur keinginan bagi
pemberinya~dalam-melaksanakan nikah, untuk
menunjukkan kejujuraficinta calon suami kepada
calon istrinya®!,

2. Nihlah (3s3).
Menurut Imam Taqgiyuddin Abu Bakar bin
Muhammad al-Husaini, bahwa nihlah berarti

2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab — Indonesia,
Cet. 1, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), him.770

30 Al-Qurranulkarim, Terfemahan Dan Tajwid Berwarna, (Bandung :
Cordoba, 2015), him. 77

3 Al Mansur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, Cet. I,
(Malang : UB Press, 2017), hlm. 36



pemberian, karena mempelai wanita bersenang-
senang dengan suaminya. Begitu juga suaminya.
Bahkan wanita lebih banyak memperoleh
kesenangan seolah-olah ia mendapat maskawin
tanpa imbalan apapun®2.

3. Faridah (b,

Makna dari kata faridah mempunyai arti
antara lain, fardu, kewajiban, bagian yang telah
ditentukan dengan pasti**. Karena ia merupakan
kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami
kepada istrinya®. Sebagaimana dalam Al-Qur’an
Surat Al-Baqarah ayat{236] :

:J:b:l,_, L:..x.“ ” U‘,E’j”’,

,

e[ B o 58 15,58
Oy Jl s 256 EHUN g
A i L’F LES-

Artinya “Dan-tidak lada dosa bagi kamu, jika
ke menceraikan, istri-istri  kamu
sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu
menentukan maharnya”...>’.

% bid, hlm. 97
3 Ahmad Warson munawwir, Al-Munawwir..., him. 1047

¥ Al-Qurranulkarim,, Terjemahan..., hlm. 38
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4. Ajrun (bah).

Makna yang terkandung dari kata gjrun
adalah, upah, gaji’*®, sebagai pengganti
kenikmatan kepada istri yang telah rela
dicampuri oleh suaminya. Sebagaimana dalam
Al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat [24] :

FOR S IR VRN I OO

9))\»?5]& E_(=~J.C-4.U1L..5
i, Vs of 2es

s r.sa.h: TN PRIy
HE4d \o'l J.E_H.La_af'_&b r.t:a;
\"“S - \g"]’

Artinya 5L “makaq [istri-istri yang telah kamu
nikmati . (campur), diantara mereka,
berikanlah—kepada ‘mereka maharnya

(dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban"*.

5. ‘Alaagah (33=),
Makna dari kata ‘alagah adalah perhubungan,
pertalian, persahabatn dan cinta®®.
6. ‘Ugr (==).

36 Ahmad Warson munawwir, Al-Munawwir..., hlm. 9
37 Al-Quranulkarim,, Terjemahan..., him. 82
32 Ahmad Warson munawwir, Al-Munawwir...., hlm. 964
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Makna dari kata ‘ugr adalah maskawin,

mahar, denda perampasan keperawanan®.

7. Hibaa’ (¢4>).
Makna dari kata hibaa’ adalah mabhar,
maskawin®,
8. At-taul ()
Makna dari kata at-faul adalah pemberian®!,
sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa
ayat [25] :

50 z = z
“1—51 - - s _3E,J . 2] 22 » L
L,._.“a.:'mj_ ‘ S (_)\ Y r&:u.f - 3 LJ"QJ

}’, » FTe 18 < - 2%
S.J’ -- i -,S‘ﬂi’ 2 _":1 L.):;

3

N3 G cnas il B v G

jr-é==~°” t.-u.’.]’”|"' UJJ‘J

a
zw 27 J-'r” »’r‘_o =z

20 5yae AW > g s

Artinya :“Dan barang siapa diantara kamu
tidak mempunyai biaya untuk

3 Jbid, hlm. 955
1 Ibid, hlm. 234
1 tbid, hlm. 873
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menikahi perempuan merdeka
yang beriman, maka (dihalalkan
menikahi  perempuan)  yang
beriman dari hamba sahaya yang
kamu miliki... "%,

9. Nikah (z\S),
Makna dari kata nikah, Sebagaimana terdapat
dalam Al-Qur’an Surat Al -nur ayat [33] :

Wb Lgis 18 BlEws 5,34 Yl caskallly

o m

',

. L e ””_5’ .!'.,1
Ea SN 0555 5l cal Bl s

-
> oA 2y - g\ R Y- T | .:'a’T ,i”l-
P

3 3 B . s s
r_a—_._;” 15 gl 1 JG o2 215 15

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu
menikah hendaklah menjaga kesucian
(dirinya) sampai Allah memberi
kemampuan kepada mereka dengan
karunianya...”"".

Sedangkan secara terminologi, mahar ialah
pemberian wajib dari calon snami kepada calon istri
sebagai ketulusan hati calon suami untuk

2 Al-Qur’anulkarim,, Terjemahan..., him. 82
4 Ibid, hlm. 354
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menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri

kepada calon snaminya. Atau, suatu pemberian yang

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya,
baik dalam bentuk benda atau jasa (memerdekakan,
mengajar dan lain sebagainya)*.

Sedangkan mahar sendiri menurut para ulama

Mazhab adalah® :

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, mahar adalah harta
yang  diwajibkan  atas  suami  ketika
berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari
kenikmatan seksual yang diterimanya.

2. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu
yang harmu§ diberikan | kepada seorang istri
didalam kehendak intuk menggaulinya®.

3. Menurut Mazhab Syaft’i , mahar adalah sesuatu
yang diwajibkan | pemberiannya oleh seorang
laki-laki Lkepada--perempuan untuk dapat
mengguasai seluruh | anggota badannya sebab
pernikahan.

4. | MenumutMazhab-Hambali, mahar-adalah sebagai
pengganti~ dalam, pernikahan baik mahar
ditentukan= "dalam" * dkad atau ditetapkan
setelaHiiya)déngan/Keridoan kédua belah pibak?’.
Menurut Amir Syariffudin, mahar merupakan

pemberian pertama seorang suami kepada istrinya

yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan
pemberian pertama karena setelah itu akan timbul
beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan

# H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikif..., him. 37

% Umul Baroroh, Figih Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang : CV.
Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 97

% M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Figih...,hlm. 36
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figih

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Fajar Intrapratama Offset
2006), hlm. 85
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oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan
mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk
menghadapi kewajiban materill berikutnya®,

Menurut Hammudah ‘Abd Al-‘Ati mahar
merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan
serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu
berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon
suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita,
mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan
solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena
putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan
bertanggung jawab®.
2. Dasar Hukum.

Adapun yangimenjady dasar bagi adanya mahar
dalam akad pernikahan adalah sebagai berikut :
Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat [4] :

g
se i - lsE M T BT 5 22 - LTttt Aee
i@;&idcrénjutgubdls‘:u@;&im; _H_,.a\s_j

G 88 i Sl

Attinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar)
kepada_pérempuan (yang kamu nikahi)
sebagai \pemberian, yang penuh kerelaan.
Kemudian, "jika~ ‘mereka menyerahkan
kepada kamu bagian dari (mas kawin) itu
dengan senang hati, maka terimalah dan

nikmatilah pemberian itu dengan senang
hati ",

Maskawin dalam ayat ini dinamai ( <y )
sadugat bentuk jamak dari ( 48y=) sadagah yang

48 Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 85

¥ Mardani, Huwkum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,
(Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), him. 73

58 Al-Qur’anulkarim,, Terjemahan ..., hlm. 77
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terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini
karena maskawin itu didahului oleh janji, maka
pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.
Dapat diakatakan juga bahwa maskawin bukan saja
lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan
hati swami untuk menikah dan menanggung
kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia
adalah lambang dan janji untuk tidak membuka
rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia
terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita
kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan
maskawin sebagai  lambang kesediaan suami
menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin
hendaknya sesuatu‘yang bernilai materi, walau hanya
cincin dari besii sebagaimana sabda Nabi SAW, dan
dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan
suami istri, ‘maka  maskawin boleh merupakan
pengajaran ayat-ayat AlXQurian®!,

Menamai maskawin dengan nama tersebut di
atas.diperkuat’ lagi. oléh-lanjutan~ayatyakni ( 45 )
nihiah. Kata iti berarti pemberian yang tulus tanpa
mengharapkan “sedikit pun imbalan. Ia juga dapat
berarti agama, pandanganhidup,/sehingga maskawin
yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan
ketulusan hati sang suami, yang diberikarmya tanpa
mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena
didorong oleh tuntunan agama atau pandangan
hidupnya®?. Sahingga dari ayat ini dapat dipahami
adanya kewajiban suami membayar maskawin buat
istri, dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara
penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula

3! Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur'an, cet. VIII, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm, 346



39

memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada
siapa pun termasuk kepada suaminya’>.

Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan
membelanjai istri dan keluarga, karena demikian
itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal,
bahkan binatang sekalipun. Demikianlah tabi’at yang
ditetapkan oleh Allah SWT. Bahkan wanita yang
tidak hormat sekalipun enggan-paling tidak enggan-
terlihat atau diketahui membayar sesuatu untuk
kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri laki-laki
menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini
karena naluri manusia yang normal merasa bahwa
dialah sebagai laki-laki -yang harus menanggung
beban itu*,

Dasarchukum ¥ang lainnya adalah Al-Qur’an
surat an-Nisa ayat [24] :

(’:&a:_:l LniLﬂLﬁ \“ :.L..J\ g 6_....;.2:;.:“_3@

s of 108 553 0 (23 ol pcle T s
Wﬁmwtmwﬁwr&;yb
ur.ilfa_;t;ar&ﬂ.c G N w;uh)?\&ij:\,
S5 e 36 A ) 25 201 35 80 gy

Artinya :”"Dan wanita-wanita yang bersuami, kecuali
hamba sahaya-hamba sahaya yang kamu
miliki. Itu sebagian ketetapan Allah atas
kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain
yang demikian (yaitu) mencari istri-istri
dengan harta kamu untuk memelihara
kesucian bukan untuk berzina. Maka istri-

33 Ibid

3% Ibid, hlm. 347
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istri yang telah kamu nikmati (campuri)
diantara mereka, berikanlah kepada
mereka  imbalannya  sebagai  suatu
kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi
kamu terhadap sesuatu yang kamu telah
saling merelakannya, sesudah menentukan
kewajiban itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kata fama istamta’tum bihi niinhunna
dipahami oleh mayoritas ulama Sunni dalam arti
menikmati hubungan pemikahan yang dijalin secara
normal, dank arena penckanannya pada kenikmatan
dan kelezatan| thubingan jasmani, maka maskawin
dinamai = (ajr)\yang“sccara harfiah berarti upah
atan imbalan,~ Konsekuensi dari kenikmatan itu
adalah membayar imbalan” |Jika imbalan dipahami
dalam arti mahar dan harus dibayar sempurna, maka
mabhar tersebut harus dibayar sempurna. Akan tetapi
ketentuan! Al-Qurian-menyatakan\bahwa walaupun
seorang suami_belum melakukan hubungan seks,
tetapi telah menjanjikan s¢jumlah maskawin, maka
paling | tidak=, ia~, harus— membayar setengahnya.
Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat [237]
Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah
menentukan maharnya, maka bayariah seperdua dari
mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika
istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh
orang yang memegang ikatan nikah”. Akan tetapi
suami tidak wajib membayar sedikitpun bila
hubungan belum terjadi dan mahar belum dijanjikan
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walaupun Al-Qur’an menganjurkan untuk memberi
sesuatu sebagai imbalan pembatalan®.

Penggunaan kata =i (ajr) / upah untuk
menunjuk maskawin dijadikan dasar oleh ulama-
ulama bermadzhab Hanafi untuk menyatakan bahwa
maskawin haruslah sesuatu yang bersifat material.
Akan tetapi madzhab Syafi’iyah tidak mensyaratkan
sifat material untuk maskawin. Penyebutan kata upah
disini hanyalah karena itu yang wmnum terjadi dalam
masyarakat. Rasulullah SAW. Kata mereka,
membenarkan pernikahan seseorang dengan memberi
maskawin kepada-istrinya berupa pengajaran Al-
Qur’an. Akan“tetapi menurut Quraish Shihab, mahar
sebaiknya berupaemateri, *carilah walau cincin dari
besi”, demikiany sabda Rasulullah SAW. Kalau
memang benar-benat tidak ada, barulah sesuatu yang
bersifat non-materl’ seperti ayat-ayat dari dari Al-
Qur’an, karena mnahar antara lain merupakan lambang
kesediaan suami untuk mencukupi kebutuhan istri
dan anak-anknya®®.

Dasar- hukum lainnya adalah surat Al-
Bagarah ayat' {2367
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Artinga : “Tidak ada kewgjiban atas kamu
(membayar mahar) jika kamu menceraikan
wanita-wanita  selama  kamu  belum
menyentuh mereka atau mewajibkan (atas

5% Quraish Shihab, Tafsir..., him, 403
36 Ibid, him. 4035
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dirinng)  untuk mereka satu kewajiban
(membayar mahar). Dan hendaklah kamu
berikan suatu pemberian kepada mereka.
Orang yang luas (rezekinya) menurut
kemampuannya dan orang yang miskin
menurut  kemampuannya (pula), yaitu
pemberian menurut yang patut. Yang
demikian itu merupakan hak (ketentuan)
atas  al-Muhsinin  (orang-orang  yang
berbuat kebajikan)”.

Ayat ini—berbicara tentang perceraian
terhadap istri [yang beluny |digauli, baik sebelum
maupun setelah’mereka mefiyepakati jenis atau kadar
mahar. Seorang suami tidak berkewajiban untuk
membayar mahar ke¢uali yang akan ditetapkan nanti
karena satu dan lain-sebab menceraikan istrinya,
selama ia beluin menyentuhnya, yakni berhubungan
scks dengannya, dan selama belum menentukan
maharnya.  Fipman=Nya 'yang bérbunyi : “selama
kamu belum,_ menyentuh mereka atau mewajibkan
atas dirimu vrituk mereka suatu kewajiban membayar
mahar’) menunjukkan, bahiwa, mahar bukanlah rukun
pada akad mikah, dengan demikian, bila pun mahar
tidak disebutkan saat akad, pernikahan tetap dinilai
sah’”.

Mahar dilukiskan oleh ayat ini dengan
redaksi mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu
kewajiban. Ini untuk menjelaskan bahwa mahar
adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada
istrinya, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan
dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia
sendiri-bukan selainnya- yang mewajibkan atas

57 Ibid, him, 512
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dirinya. Perlu digaris bawahi adalah mahar bukanlah
harga dari seorang istri, tetapi ia antara lain adalah
lambang kesediaan dan tanggung jawab suami untuk
memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya®®,

Walaupun seorang suami yang menceraikan
istrinya dalam kasus di atas, tidak berkewajiban
membayar mahar, namun demikian sungguh
bijaksana jika suami memberikan sesuatu kepada
istrinya berupa mut’'ah (pemberian kepada mereka).
Ini karena perceraian tersebut telah menimbulkan
sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan
keluarganya, bahkandapat menyentuh nama baik
mereka. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi,
atau lambang ‘hubungan yang masih tetap bersahabat
dengan bekas’istri dan keluarganya walaupun tanpa
ikatan perkawinan, dan jumlahnya diserahkan kepada
kerelaan bekas suami®,

Penutup  dyat) ini “dijadikan dasar oleh dua
kelompok ulama untuk menguatkan pendapat mereka
tentang™| | hukum ~<pemberian\ mut’ah.  Yang
mengarahkan-pandangannya kepada kata al-muhsinin
berpendapat,“bahwa’ pemberian itu bersifat anjuran,
karena orafig-orang, ithsid jadalah yang memberi
lebih banyak daripada yang harus dia berikan dan
mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia
ambil. Adapaun yang memahaminya wajib, mereka
mengarahkan pandangan pada kata haggan yang
diterjemahkan dengan ketentuan. Karena tidak ada
hak, tanpa kewajiban, dan demikian pula sebaliknya,
maka hak yang dimaksud oleh ayat itu adalah
ketentuan yang bersifat wajib®®.

58 Ibid, him. 513
5% Ibid, hlm. 514
8 jbid, him. 515



Sedangkan dasar hukum yang terdapat
terdapat dalam Hadits antara lain :
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Artinya : “Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu
berkata, “Nabi SAW pernah menikahkan

seorang laki-laki dengan wanita dengan

maskawin sebuah cincin dari besi”. (HR.
Al-Hakim).
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Artinya : “"Davi Abdullah’ bin Amir Rabi’ah, dari
ayalnya bahwa iNabi SAW membolehkan
menikah||dengdan-|seorang wanita dengan

maskawin dua buah sandal”. (HR. Al-
Tirmidzi}.

Perintahy Allalt.dan\perintah Nabi tersebut di
atas,para ulama bersepakat untuk menetapkan bahwa
hukumnya ‘wajib-bagi seordng stami untuk memberi
mahar kepada istri. Mercka sepakat bahwa mahar
merupakan syarat sahnya perkawinan, dalam artian
perkawinan yang tidak pakai mahar maka dianggap
tidak sah. Bahkan ulama dzahiriyah mengatakan bila

8! Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, alih bahasa Muhammad
Isnan, Ali Fauzan dan Darwis, Subulus Salam, Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta : Darus
Sunnah, 2009), him. 718

2 1hid, hlm. 719
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perkawinan yang tidak pakai mahar, maka
perkawinan tersebut dapat dibatalkan®.
3. Alasan Diwajibkan Atas Lelaki, Ukuran dan
Tujuan Mahar
a. Alasan Diwajibkan Atas Lelaki.

Berlakunya kewajiban membayar mahar itu,
ulama sepakat mengatakan bahwa dengan
berlangsungnya akad nikah yang sah maka pada
saat itu berlakulah kewajiban untuk membayar
jumlah mahar yang ditentukan waktu akad
pernikahan. Oleh karena itu jika perkawinan
putus atau—sebab—kematian seorang diantara
suami istri terjadi “sebelum dukhul, namun
seorang |“suami »tefap memiliki kewajiban
membayar mahar yang telah disebutkan pada
waktu akad®.

Mahar merupakan-sbhatu kewajiban bagi laki-
Iaki dan" bukan kewajiban bagi perempuan,
karena selaras dengan prinsip syari’at bahwa
seorang,perempuan sama sekali tidak dibebankan
kewajiban.nafkah, bajk sebagai seorang ibu, anak
perempuan, atauptin’seOrang istri. Sesungguhnya
yang | [dibebankafh—untik memberikan nafkah
adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar
maupun nafkah kehidupan dan yang selainnya
karena orang laki-laki lebih mampu untuk
berusaha dan mencari rezeki®®. Dan pekerjaan
bagi seorang perempuan dalam rumah tangga
adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak,
dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara
Figih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 3, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2006), him. 87

8 Amir Syarifuddin, Hezen..., him. 87

65 Wahbah al-Zuhaili, Figih..., him. 232
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tidak ringan dan tidak mudah. Jika dia
dibebankan untuk memberikan mahar dan
diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya,
maka dia terpaksa menanggung beban yang baru
dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam
upaya mencapai hal ini. Al-Qur'an telah
meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung
jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan. Sebagaimana Allah SWT
berfirman dalam surat Al-Nisa ayat [34].

Artinya : “Laki-laki—(suami) itu pelindung bagi
perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-
taki} atas = sebagian yang lain
(perempuan)) | dan karena mereka
flakidaki)_telah memberikan nafkah
dari hartanya.|. "®.

Adapun |div dalamry Perusidang- Undangan
Indonesia kewajiban seorang mempelai laki-laki
untuk meémberikan ‘mahar bisa ditemukan di
dalain | Kompilasi| [Hokuii JAslam berdasarkan
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yaitu
terdapat pada pasal 1 yang berbunyi :

“mahar adalah pemberian dari calon

mempelai pria kepada calon mempelai wanita,

baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam™.

Penegasan tentang kewajiban calon suami
untuk memberikan mahar kepada calon istri
terdapat pada pasal 30 yaitu :

% Al-Quranulkarim, Terjemakan ..., hIm. 84
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“calon mempelai pria wajib membayar mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah,
bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua
belah pihak™®.

Sedangkan menurut Adat istiadat, tradisi
mahar memang erat kaitannya dengan daerah
tertentu. Dan secara umum dalam komunitas
Muslim yang ada di Indonesia bahwa mahar
merupakan kewajiban bagi seorang calon suami
untuk diberikan kepada calon istri. Akan tetapi
ada tradisi—tertentu. yang mana mahar itu
diberikan 6leh calon istri. Sebagaimana yang ada
dalam adat Minangkabau yang disebut dengan
istilah Bajapuik’™:

Menumt Azwar,»Dalam tradisi Bajapuik
Pariaman Sumatera Barat, pihak perempuan akan
membayar Rang-materi (sejenis mahar) kepada
calon suaminya. Semakin tinggi status sosial
suami, ‘maka-akan semakm/banyak pula jumlah
materi yang harus, dibayarkan®.

Salali-satu- tujuanVdari tradisi Bajapuik ini
adalaly—untuk miemproteksi perempuan dari
tindakan kekerasan dari suami yang berbasis
praktek mahar. Menurut Noryamin di Indonesia,
kekerasan terhadap perempuan berbasis praktek
mahar terekam dalam banyak hasil studi. Karena
masih saja ada anggapan bahwa pemberian
mahar merupakan sebuah transaksi diri dan

57 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Cet. 1, (Yogyakarta :
Academia, 2004), him. 147

¢ Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Diranah Lokalitas Umat Islam :
Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”, (Ahkam : Vol. XIV,
No. 1, Januari, 2014), him. 18

 Azwar, Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik, Cet.
I, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 5.
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kehidupan perempuan. Dan anggapan yang lebih
negatif lagi bahwa suami merasa telah membeli
istrinya via piranti pembayaran mahar. Hal in
terjadi karena budaya patriarki berdampak
negatif bagi kehidupan perempuan’.

b. Ukuran Mabhar.

Ketentuan yang terdapat dalam Islam tidak
disebutkan jenis kualitas maupun kuantitas
mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya
perbedaan status sosial antara yang kaya dan
yang muiskin. Islam menyerahkan sepenuhnya
kualitas ~ dan__kuantitas mahar atas dasar
kesepakatdmkedua belah|pihak antara mempelai
laki-laki dan perempuan. Sechingga ketentuan
tentang kualitas"dan kuantitas mahar tidak ada
dalam nash”kecuali untuk menunjukkan bahwa
betapa pentingnya\nilai suatu mahar tersebut
terhadap kémuliaan peréempuan dalam pandangan
Islam tanpa melihat besar kecilnya jumlah
mabiar’]\ / Sehingga-dalam/syariat tidak ada
batasan banyak sedikitnya mahar yang harus
diberikan kepada/mempéelai perempuan. Selama
mahar, yang diberikanittihalal dan mengandung
manfaat, dan pemberian tersebut merupakan atas
dasar suka rela dan ikhlas dengan tujuan untuk
menimbulkan cinta kasih dari seorang istri’.

Terkait dengan jumlah minimal pemberian
mahar, sebagian ulama berpendapat bahwa,
jumlah minimal mahar yaitu seharga cincin yang
terbuat dari besi sebagaimana bunyi hadits di

™ Noryamin Aini, Fradisi..., hlm. 15
" Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumiah Mahar

Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, Samarah, Volume | No. 1
(Januari-Juni 2017), hlm. 180
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atas. Semantara sebagian ulama lain berpendapat
bahwa mahar juga tidak selamanya harus dalam
bentuk benda atau materi, akan tetapi jasapun
misalnya juga bisa dijadikan sebagai mahar’>.

Hal senada juga sama dengan prinsip yang
ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai
legislasi perundang-undangan dalam bentuk
Intruksi Presiden dalam pasal Pasal 30 dan 31
yang menyatakan :

Pasal 30

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar

kepada_calon-mempelai wanita yang jumlah,

bentuky’ dan jenismya disepakati oleh kedua

belah pihak™.

Pasal 31

“Penentuan, . tahar  berdasarkan  asas
kesederhanaan’”'-dan  kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam”,

Sedangkan ketentuan di dalam adat yang
berlaku di masyarakat Muslim. Ada sebagian
masyarakat yang memanfaatkan mahar sebagai
sebuah investasi dan aset ekonomi untuk jaminan
masa depan perempuan. Seperti dikomunitas
Muslim Aceh, Bugis, Banjar Melayu dan lain-
lain. Salah satu contoh misalnya, adat yang ada
di masyarakat Banjar, dalam penetapan jenis dan
jumlah mahar akan berjalan dengan alot. Proses
tawar menawar ( bapintaan) biasa terjadi saat
proses melamar. Dan bahkan banyak kasus
pertunangan yang putus dikarenakan tidak ada

3 Khoirudin Nasution, Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri, Cet. ],
(Yogyakarta : Academia, 2004), him. 126
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kesepakatan dalam menentukan besaran mahar.

Oleh karena itu adat yang seperti int dalam

konteks pemberian mahar, harus disesuaikan

dengan kondisi status sosial dan eckonomi
keluarga istri’.

¢. Tujuan Mabhar.

Prof. Dr. Wahbah al-zuhaili mengatakan
bahwa tujuan diwajibkannya mahar adalah
menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini,
serta untuk menghormati dan memuliakan
perempuan. Juga memberikan dalil bagi
pembinaan kehidupan-perkawinan yang mulia
bersamanya? Memberikan niat yang baik bagi
maksud |menggaulinya| secara baik, dan
keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya
mabhar, seorang perempuan dapat mempersiapkan
semua perangkat perkawinan yang terdiri dari
pakaian dan nafkah/’.

Sedangkan menurut Mardani adalah :

1.} | Merupakan -jalany yang/ ‘menjadikan istri
berhati. ,senang , dan ridha menerima
kekudsaan-suaminyd kepada dirinya.

2. | unttk) (memperkuatl Ahubungan  dan
menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta
mencintai.

3. Sebagai usaha memperhatikan dan
menghargai  kedudukan wanita, yaitu
memberikan  hak  untuk  memegang
urusannya’®,

™ Noryamin Aini, Tradisi..., him, 15
5 Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatihu, alih bahasa oleh : Abdul

Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 9, (Jakrta : Gema Insani, 2011), him. 232

% Mardani, Hukwn Keluarga Islem di Indonesia, Cet. I, (Jakarta :

Prenadamedia Group, 2016), him. 48
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Adapun tujuan pemberian mahar dalam
Kompilasi Hukum Islam bisa ditelusuri
berdasarkan pasal 30 dan 31 sebagaimana yang
penulis sebutkan di atas. Dari pasal tersebut
dapat diambil pemahaman bahwa, kendatipun
mahar ifu hukumnya wajib, namun dalam
penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan
asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya
adalah, bentuk dan harga mahar tidak boleh
sampai memberatkan calon shami dan tidak pula
mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga
calon istri—tidak —merasa dilecehkan atau
disepelekdan. Sederhana dan mudah karena
kehidupan. perkawinan yang sesungguhnya
adalah sctelali perkawinan.

Sedangkan /tujuan-mahar dalam tradisi adat
istiadat makna darifsederhana dan mudah harus
dipahami secara kontekstual, Yang mana piranti
dari | pemberian - mahar-tharus ¢tengakomodasi
nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat
dimana| dan | saat‘mahar dipraktekkan. Visi yang
dibawa....oleh , Islam ..sangatlah menekankan
dimensi~moral, alkan“tetapi ‘secara sosiologis-
antropologis  memandang bahwa  mahar
merupakan sejenis konpensasi yang harus
diberikan oleh calon suami kepada pihak
keluarga istri. Dan dipahami sebagai ganti
kerugian keluarga untuk biaya pengasuhan anak
gadisnya serta untuk meraih ststus kelas sosial
yang lebih baik. meskipun tidak semuanya

menganut pemahaman seperti ini’’.

b. Konsep Mahar Menurut Undang-Undang.

7 Noryamin Aini, Tradisi..., hlm. 15
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Persoalan mahar memang tidak diatur di
dalam Undang-Undang khususnya di dalam Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi
dapat dijumpai di dalam Kompilasi Hukum Islam
yang merupakan legalisasi pemerintah dalam bentuk
Intruksi Presiden kepada Mentri Agama untuk
digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan oleh
masyarakat yang memerlukannya. Intruksi tersebut
dilaksanakan dengan Keputusan Mentri Agama
Nomor 154 tanggal 22 juli 199178,

Berikut adalah pasal-pasal di dalam
Kompilasi Hukum- Tslam—yang mengatur tentang
persoalan mahat’””:

Pasal 30

“Calon mempelai‘priaj wajib membayar mahar

kepada calon mempelai wanita yang jumlah,

bentuk, -dan“jenisnya’ disepakati oleh kedua
belah pihak’.

Pasal 31

“Penentuan  mahar , berdasarkan  asas
kesederhanaan’ “"dan ° kemudahan  yang
dianjurkan oleh ajaran-Islam’.

Pasal 32

“Mahar diberikan langsung kepada calon
mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi
hak pribadinya”.

Pasal 33

® Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum

Nasional, Cet. 1, (Jakarta : PT. Loges Wacana Ilmu, 1999), him. 1

™ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara

Figih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 3, (Jakarta : Prenada
Media, 2009), him. 98-99
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(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan
tunai.

(2) Apabila .calon mempelai wanita
menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau
untuk sebagian. Mahar yang belum
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang
{calon) mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban penyerahan mahar bukan
meérupakan rukun dalam perkawinan.

(2) Kelalaian, ményebut jenis dan jumlah
mahar ‘pada cwaktu akad nikah, tidak
menyebabkan;, | batalnya  perkawinan.
Begitu pula halnya dalam keadaan mahar
masilt ferhtitang, tidak mengurangi sahnya
perkawinan.

Pasal/35

(1) [Stami_yang/menalak istrinya gobla al-
dukhul, wajib. membayar setengah mahar
yang-telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia gobla al-
dukhul selurnh mahar yang ditetapkan
menjadi hak penuh istrinya.

(3) Apabila perceraian terjadi gobla al-dukhul
tetapi besarnya mahar belum ditetapkan,
maka suami wajib membayar mahar mits/.

Pasal 36

“Apabila mahar hilang sebelum diserahkan,
mahar itu dapat diganti dengan barang lain
yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan
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barang lain yang sama nilainya atau dengan
uang yang senilai dengan harga barang mahar
yang hilang”.

Pasal 37

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai
jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,
penyelesainnya diajukan ke Pengadilan
Agama”.

Pasal 38

(1) Qpabila tphar  yang diserahkan

engat cacat atau kurang, tetapi
pepliggnp [cacst. atan kutang, 1etap
alon)fpempelai wanita tetap bersedia

r dianggap lunas.
abil ﬂl@] menolak untuk menerima
mahar karena cacat, suami harus

NI \/nfendeshfinyh HefgafSmahar lain yang

t c;cat' Sglama penggantinya belum

I$ 4 ar dianggap masih belum
INDOMNESIA

c. Historisitas dan Kontekstualitas Mahar.
1. Historisitas Mahar.

Perlu diketahui bahwa, keluarga merupakan
institusi yang sangat penting dalam masyarakat
Arab. Setiap anggota kalurga harus bertanggung
jawab untuk memelihara keutuhan dan kehormatan
keluarga. Oleh sebab itu keluarga mempunyai arti
yang sangat penting di dalam mengorganisasi
berbagai kegiatan, baik itu sosial, ekonomi, politik
dan agama. Pola kekerabatan dan keluarga sangatlah
dominan dalam masyarakat, sehingga sistem
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kekerabatan mempunyai peran yang sangat penting
dalam kehidupan rumah tangga®’.

Masyarakat di kawasan Timur Tengah pada saat
itu bahkan sampai saat ini, telah menganut sistem
patriarki®!. Yang mana, otoritas ayah (suami)
menempati posisi yang sangat dominan dan
memegang peranan yang sangat penting dalam
keluarga. Ayah atau suami lah yang bertangung
jawab terhadap seluruh keutuhan, keselamatan, dan
kelangsungan dalam kehidupan rumah tangga
maupun dalam urusan yang masyarakat luas. Dan
seorang ibu (istri) hanya sebatas terlibat sebagai
anggota kelwarga, dan tidak mendapatkan peran
yang menoijol dalampmasyarakat. Oleh karena itu,
ayah atau syami mempunyai hak yang istimewa
sebagai konsekuensi dan tanggung jawab mereka
yang lebih besar dibandingkan dengan ibu (istri}. Di
dalam masyarakat-yang memakai sistem patriarki
ini, jenis kelamin laki-laki memperoleh keuntungan
secara\budaya;—sedangkan pefempuan mengalami
beberapa batasan dan tekanan®.

Setidaknya’ ada dua hal 'yang menjadi penyebab
kenapa, | tidak—banyak™ (perempuan yang dapat
berpartisipasi di duma publik. Pertama, masa
kenabian Muhammad SAW berlangsung sangat
singkat, yakni hanya selama kurang lebih 22 tahun.
Meskipun Rasulullah SAW telah berupaya
semaksimal mungkin untuk mewujudkan gender,
kultur masyarakat belum kondusif untuk menerima
kenyataan itu. Masa Rasulullah SAW terlalu singkat

80 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif A-Qur'an,
Cet. II, (Jakarta : Paramadina, 2001), him. 124

81 Patriarki diartikan sebagai sistem masyarakat yang menelusuri garis
keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriaki, kelompok masyarakat
yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu (istri).

82 Ibid, hlm. 128



untuk melanggengkan relasi perempuan dan laki-
laki yang adil dan setara di masyarakat®.

Kedua, dunia Islam telah mengalamai proses
enkulturasi dengan mengadopsi kultur androsentris,
sistem budaya yang berorientasi laki-laki. Setelah
Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam meluas ke
bekas-bekas wilayah jajahan Persia, Romawi, yang
membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak
Benua India di Timur. Kultur yang berlaku
disepanjang  wilayah tersebut masih kuat
dipengaruhi  oleh  kultur  patrarki  yang
memperlakukan-perempuan sebagai the second sex.
Dengan membaca pandangan dan hasil ijtihad para
ulama yang berasal dari Wilayah-wilayah tersebut,
tidak sulit untuk menjelaskan bahwa mereka sangat
terpengaruh oleh tradisi dan kebudayaan lokalnya
dalam menafsirkan‘teks-teks ajaran Islam, terutama
yang Dberkaitan | déngan’| relasi laki-laki dan
perempuan®*,

Sejarah ‘dalamr tradisiymasyatakat<bangsa Arab,
pembagian peran sudah terpola dengan jelas. Laki-
laki berperdn” mencari’ nafkah dan melindungi
keluarga, | semetitara | peretiipuan, berperan dalam
urusan reproduksi, seperti memlihara- anak dan
menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Oleh
sebab itu maka sudah jelas bahwa mahar wajib
diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan,
karena hal tersebut merupakan pemberian pertama
seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada
waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama
karena setelah itu akan timbul beberapa kewajiban
materill yang harus dilaksanakan oleh suami selama

8 Musdah Mulia, Muslimab..., hlm. 44
8 Ibid, hlin. 45
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masa perkawinan itun. Dengan mahar itu suwami
disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi
kewajiban materill berikutnya. Karena dalam sistem
patriarki laki-lakilah yang mempunyai banyak peran
dalam kelangsungan hidup dalam keluarga.

2. Kontekstualitas Mahar.

Mahar berfungsi sebagai sebuah instrumen legal
sentral dalam konsep dan praktek pernikahan dalam
Islam. Sejak awal sejarah Islam, praktek mahar
mendapat banyak sorotan baik dari  sisi
keberpihakannya kepada perempuan, signifikansi
ideologis, ekonomi-atau.makna moralnya. Praktek
hukum mahar dalam kehidupan umat Islam sangat
erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial.
Sejarah konstruksi dan aplikasi mahar adalah potret
dinamis interaksi | soaial, politik, ekonomi dan
budaya bukan memupakar fakta kejumudan®.

Isu tentang mahat | ini/ dalam studi antropologi-
sosiologi hukum Islam sangatlah kompleks karena
ia selalu|bersinggungan-dengan banvak hal baik itu
tradisi,  sosial-ekonomi, , kultural, niali-nilai
keagamaan ‘dan-sistein kekerabatan. Artinya bahwa
pranata, imahar—tidak “hanya | sebatas aspek formal
hukum akan tetapi juga erat kaitannya dengan
variabel sosial-ekonomi dan kultural®.

Prakter mahar dalam masyarakat Islam berjalan
sesuai dengan bingkai dan mekanisme konstruksi
sosial-kultural dimana fiqih itu dipraktekkan. Dalam
kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan
prinsip dasar pemberian mahar. Rasulullah SAW
telah meletakkan prinsip dasar bahwa mahar yang

8 Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam :
Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia®, Ahkam, Vol. X1V,
No. 1, (Januarai 2014), him. 14

8 Ibid
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baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus
dan  tidak memberatkan.  Artinya  harus
mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat’’. Dan ada sebagian yang memandang
bahwa mahar merupakan sejenis kompensasi yang
harus diberikan suami kepada pihak keluarga istri.
Disini mahar dipashami sebagai ganti kerugian
keluarga untuk biaya pengasuhan anaknya.
Kompensasi tersebut diberikan sebagai aset dan
sumberdaya insani keluarga karena pengantin
perempuan akan keluar dari keluarga asalnya untuk
kemudian menjadi—anggota dan aset keluarga
suaminya®s.

Sedangkan pada komunitas lain, mahar dijadikan
sebagai investasivdan aset ekonomi untuk jaminan
masa depan perempuan. Karenanya banyak keluarga
perempuan kelas bawah berhasrat mentkahkan anak
gadisnya dengan/lai-laki kelas atas untuk meraih
status jelas soial yang lebih baik. Walaupun
demikian, namuir aspekyekonomi amahar tidaklah
dilarang dalam, Islam. Akan tetapi Islam lebih
mengedepankan dimensi méralnya®.

Menurit — dbn) [ Zahrali,— baliwa selain selain
menjadi tanda etis-moral keseriusan dan ketulusan
ikatan pernikahan, mahar juga berfungsi sebagai
bantuan materi suami kepada istrinya, sebagai alat
kontrol suami untuk mentalak istrinya, sebagai
pencipta berbagai media relasi sosial sebagai ikatan
khusus untuk mempererat tali perbesanan (semenda,
mushaharah)’®

87 As-Samaluthi, Alih Bahasa Oleh : Anshori Umar Sitanggal, Pengaruh
Agama Terhadap Struktur Keluarga, Cet. I, (Surabaya : Bina limu, 1991), him. 216

# Noryamin Aini, Tradisi..., him. 15

% Ihid

% Al-Samalhuti, Pengaruh..., hlm. 217
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3. Teori Perubahan Sosial.

Menurut abdulsyani perubahan sosial merupakan
suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima.
Perubahan-perubahan itu  terjadi karena adanya
perubahan kondisi georafts, kebudayaan material,
komposisi penduduk, ideologi ataupun adanya
penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan
tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan
keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan
pada waktun telah lampau. Pokok yang mendasari
perubahan sosial adalah bahwa hubungan-hubungan
sosial sangat rentan terhadap kontrol, dan salah satu alat
yang paling ampuh adalah hukum. Hal ini menunjukkan
bahwa kerangka hukufn tidak-mampu melihat fenomena
sosial jika tidak ditopangdengan sosiologi hukum. Oleh
karena itu diskursus sosial terhadap hukum telah menjadi
bagian inheren dalam wacana pembaruan hukum?'.

Menurut  Talcoot--|Parsons perubahan sosial
mempunyai empat subsistem yang saling berkaitan
dengan hukutn ‘yaiti,-budaya, sosial/politik dan ekonomi
yang ia sebut .dengan teori sibernetika. Keempat
subsistem inilah yang-kiranya sebagai fungsi utama untuk
menjalankan_jkehidupan jmasyarakat, Oleh karena itu,
hukum harus mampu menjaga integrasi setiap subsistem
tersebut. Karena fungsi utama dari sebuah sistem hukum
adaah untuk mengatur hubungan bagian-bagian
komponen yang menjadi sistem dalam masyarakat yang
senantiasa berinteraksi. Artinya, kondisi budaya, sosial,
ckonomi dan politik sebagat sebuah sistem dalam
masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
hukum yang menjadikan hukum itu bersifat dinamis®.

#! Fathurrahman Azhari..., him. 199
9 Abul Khair, “Telaalh Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
Isfam”, (Jurnal Al-Risalah : Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016), him. 22
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Nampaknya, berangkat dari konteks perubahan sosial
tersebut, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
melakukan pembaruan hukum Islam (figih) khususnya
dalam masalah kelvarga dengan asumsi bahwa nilai dan
norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat akan
selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan
kondisi. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh pada
kemungkinan terjadinya perubahan hukum. Sehingga
ijtihad sebagai sebuah pintu dalam pembaruan hukum
merupakan kebutuhan umat Islam setiap zaman akibat
kondisi sosial yang terus bergerak dan berubah.

Keberadaan hukum-—1islam (figih} di Indonesia
memiliki sejarah | Yang sangat |panjang tentunya jika
ditarik jauh ke belakang yaitn pada saat pertama kali
Islam masuk ke |nusantaras”’ Sejak kedatanggannya, ia
merupakan hukuni yang hidup| (Ziving law) di dalam
masyarakat. Bukan-saja“karena-hukum Islam merupakan
entitas agama yang dianut'oleh mayoritas penduduk
hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya
dibeberapa daeralt, telalmenjadi bagianHtradisi (adat)
masyarakat yange~terkadang ) dianggap sangat sakral.
Secara sosio kultural,"hukum’Islam adalah hukum yang
mengalir dan, mengorat akar- pada budaya masyarakat.
Hal tersebut disebabkan oleh fleksibilitas dan elastisitas
yang dimiliki hukum Islam. Dalam artian bahwa,
meskipun hukum Islam dalam konteks syari’at
merupakan otoritas Tuhan, akan tetapi dalam tataran
implementasinya ia sangat aplicable dan acceptable
dengan berbagai jenis budaya lokal®>.

Sebagian hukum Islam di Indonesia merupakan
hukum yang tidak tertulis dalm kitab perundang-
undangan, namun menjadi hukum yang hidup,

% Moh, Mukr, “Dinamika Pemikiran Figih Mad-hab Indonesia

(Perspektif Sejarah Sosial)”, (Analisis, Volume XI, No. 2, Desember 2011), him.

190
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berkembang dan berlaku serta dipahami oleh masyarakat
Islam yang berdiri sendiri di samping Undang-Undang
tertulis untuk memenuhi kebutuhan serta- hajat hidup
masyarakat. salah satunya adalah hukum adat. Sehingga
dalam hukum Islam ada sebuah kaidah yang mengatakan
bahwa :

943 e 3l

Artinya : "Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam

menetapkan) hukum”.

Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa, hukum
adat (‘wrf) merupakan variabel sosial yang mempunyat
otoritas di dalam-—hukum Islam sehingga adat bisa
mempengaruhi materi hukum. Hukum Islam tidak
menempatkan adat «sebagai’ | faktor eksternal non-
implikatif. Namtn \ sebaliknya, memberikan ruang
akomodasi bagi adat. Kenyataan inilah antara lain yang
menyebabkan hukum Islam dalam konteks figgih bersifat
fleksibel atau dinamis?.

Secara etimologi kata ‘urf berarti sesuatu yang
dipandang baik\ dan—diterima oleh/akal-sehat. Adapun
secara terminologi.seperti, yang dikemukakn oleh Abdul

Wahab Khallaf yaitu
P61 R F? San e Moy U L5 L ga L3al
Artinya :“sesuatu yang menjadi kebiasaan

masyarakat dan telah  menjalankan
kebiasaan tersebut baik berupa perkataan,
perbuatan atau meninggalkan”.
Diterimanya adat (‘wrf) sebagai landasan
pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi

% Imam al-Suyuti, AI-4sybah wa al-Nazair, (Beirut ; Dar al-‘Iim, 2015),
hlm. 141

% Sucipto,” ‘UrfSebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, (
Asas : Vol. 7, No. 1, Januari 2015), hlm. 25

% Abdul Wahab Khallaf, mu Ushul Figik, ( Beirut : Al-Haramain, 2004),
him. 89
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dinamisasi hukum Islam (fiqih). Sebab, disamping
banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-
metode lainnya seperti giyas, istihsan, dan maslahah
mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini.
Juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang
pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf,
akan berubah bilamana ‘wrf itu berubah. Inilah yang
dimasksud oleh salah satu ulama Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyah yang mengatakan “tidak diingkari adanya
perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan
tempat”. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum
Islam dalam konteks—figih—akan selalu mengalami
perubahan bila maria adat istiadat itu berubah®’.

. Maqasid SyartU ah Abdullah Saeed

Bangunan magqasid. syari“ah yang digagas oleh
Abdullah Saced > merupakan, pengembangan dari
bangunan-bangunan—maqasid—syari'ah yang sudah ada
sebelumnya. Diantaranya yaitu
a. Maqasid Al-Ghazali

magagid syariali_dibagifmenjadi dua yaitu,
magqdsid yangeberkaitan dengan masalah agama (ad-
din) dan maqasid-yang ‘beérkaitan dengan masalah
duniawi (adcdunyawi)s Seperti kewajiban
menegakkan shalat adalah contoh maqasid yang
terkait dengan agama. Dan hukum gisas, dan
larangan meminum khamr adalah contoh maqasid
duniawi. Akan tetapi pembagian maqdsid menurut al-

Ghazali di atas masih terjadi persilangan. Seperti

perintah shalat di satu sisi adalah masalah agama,

namun di sisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai
masalah duniawi karena dampak dari shalat mampu
mencegah perbuatan keji dan mungkar®. Dalam al-

97 Satria Efendi, Ushud..., him. 144
% Muhammad Mustafied, Ahmad Sidqi, dkk, “Peta Pemikiran Ulama

Ushul Tentang Magasid syart'ah  Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi”,
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Mustasyfa, al-Ghazali memperluas pembahasan
maqasid syarT'h., Menurutnya maslahat jika dilihat
dari sudut pandang syara’ maka dapat dibagi menjadi
tiga® :

Pertama, maslahat yang didapat melalui
pertimbangan hukum syara’ yang disebut dengan
hujjah  dan diretas melalui giyas. Metode
penyimpulan hukum yang dipahami adalah melalui
nash dan ijma’. Kedua, maslahat yang dijelaskan
syara’ bahwa perbuatan tersebut adalah batil. Seperti
seorang raja yang berjimak pada siang hari di bulan
ramadhan. Lalu-kemudian hukuman yang diberikan
oleh raja tersebut adalah dengan berpuasa dua bulan
berturut-turut, jika’hanya membebaskan budak maka
hal itu sangat ‘mudal bagi-raja tersebut. Oleh karena
itu tujuan dari peniberian hukuman tersebut adalah
agar raja tersebut tidak.meremehkan puasa ramadhan.
Ketiga, masldahat yang tidak ada penjelasannya baik
itu dari aspek syara’ maupun aspek yang dianggap
batil pleh syara™Oleh karena 1td menurut al-Ghazali
bahwa agama.memiliki lima tujuan penting untuk
manusia  yaita,~-memlihara agama (ad-ddin),
memelihata—jiwa) [(easnarfs), memelihara akal (al-
‘aql), memelihara keturunan (an-nasl) dan
memelihara harta (al-mal).

b. Magasid Menurut {zzuddin Ibn Abd as-Salam.

Jika maslahat primer (daruriyat) menurut al-
Ghazali ada lima, maka ditangan Izzuddin maslahat
primer dikembangkan menjadi enam yaitu dengan
mencantumkan menjaga kehormatan (al- ird])'®.

c. Magasid Menurut Imam Al-Qarafi.

Jurnal Mlangi : Media Pemikiran dan Budaya Pesantren, Vol. I No. 3, (November
2013-Februari 2014), hlm. 38

% [bid, hlm. 39

190 fpid, hlm. 43
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Pengertian maslahat menurut  al-Qarafi
hampir serupa dengan gurunya Imam Izzuddin Ibn
Abd al-Salam. pada pembagian maslahat hak primer
(daruriyat), hak sekunder (hajiyat) dan hak
suplementer (tahsiniyat) juga tidak jauh berbeda
pandangan dengan gurunya. Pada maslahat hak
primer juga al-Qarafi memasukkan kehormatan (al-
‘irdh) sebagai bagian dari hak primer. Akan tetapi
perlu dicatat bahwa urutan hak primer al-Qarafi
berbeda dengan al-Ghazali yang mendahulukan
pemeliharaan agama dari pada jiwa. Akan tetapi
urutan yang dibuat-eleh-ai-Qarafi lebih mendahulan
pemeliharaaan “jiwa daripada agama. Sehingga
urutannya adalah¢ memelihara jiwa (an-nafs),
memelihara agama. (ad-ddin), memelihara keturunan
(an-nasl), memelihara akal(@l- ‘agl) dan memelihara
kehormatan (al="irdh)'%.

Magqasid Menumt Imam Syatibi.

Menurut Syatibi tujuan dari maqasid syart'ah
untuk melindungi-3 kategori hak/manusia. Yaitu hak
primer (darwriyat), hak sekunder (hajiyat) dan hak
suplementer (fahsiniyat). Istilah-istilah ini sebenarnya
telah dipakai-olgh'para [Ulama ushul terdahulu sejak
Imam al-Ghazali. Akan ftetapi ditangan Imam
Syatibilah terminologi tersebut mendapat penjelasan
yang terang mengenai batasan-batasan dan
cakupannya.

Pertama, hak primer (daruriyyat) vyaitu,
segala sesuatu yang mendasar dan esensial supaya
terjaganya kepentingan dunia maupun akhirat. Jika
segala sesuatu tidak tersedia maka akan
menyebabkan rusaknya kehidupan yang terkait
dengan empat hal yakni, ibadah, adat, mu ‘amalat dan

10! Ibid hlm. 43
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Jinayat. lbadah mengacu kepada mempertahankan
agama. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan
akal. Mu'amalat mengacu kepada perlindungan
keturunan dan harta juga perlindangan akal dan
Jinayat mengacu kepada amar ma 'ruf nahi mungkar.

Kedua, hak sekunder (hajiyat), yaitu segala
sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak
manusia akan tetapi tidak sedemikian darurat.
Berbeda dengan daruriyat, jika hajiyat tidak
terpenuhi, maka hak tersebut masth bisa terlindungi,
meskipun sangat lemah. Hajiyat juga berlaku pada
aspek ibadah, adat,—mu-amalat dan jinayat. Tbadah
misalnya dispénsast bagi, orang sakit untuk tidak
berpuasa saat ulan ‘ramadan. Adat seperti
diperbolehkan’betbirt dan mengkonsumsi makanan
halal. Mu ‘amalat seperti jual beli, dan jinayat seperti
memberikan denda‘bagi pembunuh yang berakal.

Ketiga, hak -suplementer (tahsiniyyat), yaitu
hal-hal yang tidak mendesak dan tidak sangat
esensial\ bagi —perlindungan /hak:~ Sebagaimana
keterangan di-atas bahwa tahsiniyyat juga mengacu
kepada empat'—aspek’ Vyaitu, ibadah seperti
menghilarigkaniajis, Menutlitp atrat, memperbanyak
amalan Sunnah. Adat seperti menjaga kesopanan saat
makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman
yang najis. Mu'amalat seperti, larangan menjual
barang-barang najis, larangan terhadap perempuan
untuk jadi imam shalat, larangan menikah tanpa wali
dan jinayat seperti larangan bagi orang merdeka
untuk membunuh budak, perempuan, anak kecil dan
pendeta ketika perang'®Z.

e. Magqasid Menurut Jaser Auda.

12 1bid, hlm. 49-50
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Menurut Jaser Auda, klasifikasi klasik
maqasid yang memiliki tingkatan daruriyyat
(keniscayaan), hajiyat (kebutuhan) dan tahsiniyat
(kemewahan). Lalu kemudian para ulama membagi
daruriyat itu menjadi 5 yaitu : perlindungan terhadap
agama (hifz ad-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz
an-nafs), petrlindungan terhadap akal (hifz al-aql),
perlindungan terhadap keturunan (hifz an-nasl),
perlindungan terhadap harta (hifz al-mal)'®. Kelima
bentuk perlindungan tersebut, Jaser Auda kemudian
melakukan  pengembangan-pengembangan  atau
melakukan pergeseran paradigma dari teori maqasid
yang lama kepada magasid;yang baru sesuai dengan
kontek dan perkenibangan zaman saat ini. Misalnya,
dalam hifz ad-dinveleh~Jaser Auda dimaknai ulang
dengan melindungi | dan “menghormati kebebasan
dalam beragama—~dankepercayaan. Hifz an-nas!
dimaknai ulang’’/dengan- perlindungan terhadap
keluarga. Hifz al-agl dimaknai ulang dengan
mengembangKan_pemiikiran ilmiah, «enuntut ilmu
dan melawan mentalitas taklid. Hifz an-nafs dimaknai
ulang dengan menjaga eksistensi kemanusia dan Hak
Asasi Manusia.(Hifz\al-mal-dimaknai ulang dengan
pengembangan  ekonomi, pembangunan dan
kesejahteraan sosial'%*,

Magqasid Menurut Abdullah Saeed.

Abdullah Saeed adalah seorang profesor
Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne,
Australia. Beliau lahir di Maldives, sebuah pulau
yang kemudian membentuk diri menjadi Negara
Republik. Negara ini terletak di bagian utara lauatan

103 Jasser Auda, Alih Bahasa Ali Abd el Mun’im, Magasid Untuk Pemula,

Cet. I, (Yogyakarta : UIN Suka Press, 2013), hlm. 4

1% Jasser Auda, Magqasid Syari'ah as Philosophy Of Islamic Law @ A

Systems Approuch, Cet. 1, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 57
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India, kira-kira 500 km atau 310 mil Barat Daya
India. Mayoritas penduduknya berasal dari Srilanka,
India dan: Arab. Bahasa yang mereka gunakan adalah
Bahasa Divehi yang berasal dari Srilanka. Dan
secara umum penduduknya memeluk agama
Islam'®.

Pada tahun 1977, ia pergi ke Arab Saudi
untuk menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, ia
belajar Bahasa Arab dan belajar di berbagai lembaga
pendidikan formal, di antaranya Institut Bahasa Arab
Dasar (1977-1979) dan Bahasa Arab Menegah (1979-
1982) serta Iniversitas- Islam Saudi Arabia di
Madinah (1982:1986). Tahun berikutnya ia pindah ke
Australia untuk melanjutkan studinya di sana. Di
sana ia memperoleh beberapa gelar akademik. Pada
tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada
jurusan bahasa-bahasa Asia dan antropologi di
Universitas Melbourtie,/ Kemudian pada tahun 1996,
ia menjadi dosen sentor pada perguruan tinggi yang
sama dan meénjadi -anggota asdsiasiyprofesor pada
tahun 2000. Pada tabun 2003, ia berhasil meraih gelar
profesor dalafrbidang studi’ Arab dan Islam'%,

Sebagaimana) telali=disebutkan diatas bahwa,
bangunan dasar Abdullah Saeed dalam merumuskan
maqasid syari'ah-nya adalah dengan menggunakan
prinsip context based ijtihad. dengan membentuk
kerangka hirarki prinsip-prinsip dasar (usul) yang
dapat diurutkan sebagai berikut, yaitu :

1. Nilainilai yang wajib (obligatory values).

Level pertama adalah nilai-nilai yang wajib.

Nilai-nilai yang seperti ini ditegaskan diseluruh

105 Fatkhurrasyid, “Islam Progresif Versi Abdullah Saeced (Thkhtiar
Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer)”, Al-Thkam, Vol. 10 No. 2,
(Desember 2015), hlm. 291

1% 1bid, him. 292
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2.

ayat Al-Qur’an. Ia mencakup ayat-ayat periode
Mekah dan Madinah, dan tidak bergantung pada
konteks budaya. Dan secara umum bahwa nilai-
nilai tersebut merupakan bagian dari inti Islam.
Siapapun yang nmengaku muslim harus
mengakuinya sebagai bagian dari ajaran Islam.
Dan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam :
a. Nilai-nilai yang berkaitan dengan
kepercayaan. Biasanya nilai-nilai ini dikenal
sebagai rukun iman.
b. Nilai-nilai yang berkaitan dengan praktek-
praktek-ibadah-(mahdal).
¢. Nilai-nilai yang diperbolehkan (halal) dan
yang dilarang (Baram) oleh Al-Qur’an. Nilai-
nilai juga bersifat universal tidak terikat oleh
konteks budaya. Apa saja yang boleh atau
tidak 'bolel” dapat—diketahui dari teks Al-
Qur*an'?’,
Nilai-nilai fundamental (findamental values).
Pengertian” dati . hilai-nilal, filmdamental ini
adalah nilai-nilai yang berulang-ulang ditegaskan
dalam AlFQur'and yang didukung oleh sejumlah
buktiv tekstial) 'yang- Signifikan dan nilai ini
tingkatannya sama dengan tingkat dharuriyat.
Banyak ulama pada masa awal menyadari tentang
nilai-nilai ini dan diskusi-diskusi mereka atas hal
ini bisa ditemukan dalam berbagai literatur.
Misalnya Al-Ghazali yang membuat konsep
tentang maqdasid syari'ah. yang menyebutnya
sebagai al-kulliyyat (hal-hal universal atau lima
nilai untversal). Nilai-nilat universal ini merujuk

17 Abdullah Saeed, Reading The Qur'an In The Tenty-First Century A

Contextualist Approach, Cet. I, (London : Routledge, 2014), him. 111
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kepada perlindungan terhadap jiwa, harta benda,
kehormatan, keturunan dan agama'%,

Menurut Abdullah Saeed, meski sejumlah
nilai universal dibatasi oleh kelima nilai itu,
sebagaimana yang telah digagas oleh ulama figih
ternama seperti Al-Ghazali dan Jzz ibn Abd al-
Salam, akan tetapi pada masa-masa setelahnya,
seperti masa kontemporer dewasa ini, sejumlah
nilai baru bisa dikembangkan dengan metode
mencari kesimpulan induktif yang sama dan tetap
mempertimbangkan konteks yang baru. Mislanya
hak-hak asasi-manusta, seperti perlindungan atas
hal yang “merugikan-dan perlindungan atas
kebebasan'beragama.

3. Nilai-nilai'perlindungan (protectional values).

Pengertian dari nilai-nilai perlindungan ini
adalah nildi-nilai\yang memberikan dukungan
pelaksanaan atas nilat-nilai fundamental tersebut.
Mislanya, perlindungan akan kepemilikan harta
adalah ‘scbuah -nilai-fundamental. Akan tetapi
nilai itwtidak ,akan , bermakna jika tidak
dipraktekkan'®®: /Penefapan praktis ini bisa
dilakukar) miisaloya,. pelarangan mencuri dan
penerapan hukuman yang sesuai. Nilai-nilai
fundamental tidak bergantung pada bukti tekstual
saja sebagai bukti keberadaannya, sedangkan
nilai-nilai perlindungan sering hanya bergantung
pada satu bukti tekstual. Hal ini tidak mengurangi
urgensi nilai yang diberikan oleh Al-Qur’an
karena  kekuatan nilai-nilai  perlindungan
umumnya bersumber dari nilai-nilai fundamental.
Karena nilai-nilai perlindungan amat penting bagi

' Ibid, hlm. 112
1% fbid, him. 115



pelestarian nilai-nilai fundamentalnya, maka
universalitas juga berlaku pada nilai-nilai
perlindungan''?,

Misalnya perlindungan akan kepemilikan
harta adalah sebuah nilai fundamental. Penerapan
praktis ini bisa dilakukan misalnya, pelarangan
untuk mencuri dan penerapan hulkum yang sesuai.

4. Nilai-nilai  implementasi (implementational
values).

Pengertian dari nilai-nilai implementasi ini
adalah ukuran-ukuran spesifik yang digunakan
untuk melaksanakan ~nilai-nilai perlindungan
yang ada |dalam_masyarakat. Misalnya larangan
terhadap tindakan/péncurian dengan mewujudkan
hukuman  bagivmereka yang masih melakukan
tindakan fersebut. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam-Al-Qur’an-Surat Al-Nisa ayat [38],
disebutkan ' bahwa/ hukuman bagi pencuri pria
maupun wanita, adalah dengan dipotong
tangannya' .

Menurat ;Abdullah Saeed, Al-Qur’an dalam
menetapkan uktran-ukuran seperti potong tangan
tersebut bagi pencuri; harus/mempertimbangkan
konteks budaya saat itu, dan belum tentu cocok
dengan situasi yang berbeda, waktu dan tempat
yang berbeda. Dengan kata lain hukuman potong
tangan ini tidak berlaku secara universal. Yang
ditekankan dalam Al-Qur’an adalah bagaimana
agar tindakan kemaksiatan atan kriminal tidak
dilakukan oleh masyarakat.

5. Nilai-nilai intruksional (intruktional values).

W9 1bid, him. 114
't Jbid, him. 54
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Pengertian dari nilai-nilai intruksional ini
adalah sejumlah intruksi, arahan, petunjuk dan
nasehat yang bersifat spesifik di dalam Al-Qur’an
yang berkaitan dengan berbagai isu, situasi,
lingkungan dan konteks tertentu. Menurut
Abdullah Saeed bagian terbesar yang ada dalam
Al-Qur’an adalah nilai-nilai yang bersifat
intruksional. Misalnya, intruksi untuk menikah
lebih dari satu dalam kondisi tertentu, intruksi
bahwa pria memimpin wanita, intruksi untuk
berbuat baik kepada orang-orang tertentu,
intruksi larangan-mengambil orang kafir sebagai
teman, dan intruksi untuk saling mengucapkan
salam''?,

Timbul, \pertanyaan, apakah nilai-nilai
intruksional itu|berlaku khsus, sesuai ruang dan
waktu atan’apakah.ia bersifat universal sehingga
harus dipatuhi kapanpun dan dimanapun. Untuk
mengidentifikasi persoalan tersebut Abdullah
Saced menawarkan tiga kritefia' '

a. Frekuensi Kejadian.

Adapun* / maksud dari frekuensi
kejadianinin adalalizseberapa sering sebuah
nilai instruksi disebutkan di dalam Al-Qur’an.
Semakin sering tema-tema ini disebutkan,
maka akan semakin penting nilai-nilai yang
dimaksud.

b. Penekanan.

Adapun maksud dari penekanan
tersebut adalah apakah nilai-nilai itu
mendapat penekanan dari dakwah Nabi atau
tidak. Semakin besar penekanannya maka

M2 jbid, hlm. 117
13 fbid, him. 118-120
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akan semakin penting nilai yang terkandung
di dalamnya. Namun jika sebuah nilai
disebutkan sekali atau dua kali dan kemudian
ditinggalkan, atan ada nilai lain yang
bertentangan dengannya malah diberi
dukungan dan diberlakukan secara resmi,
maka nilai tersbut tidak relevan dengan Al-
Qur’an. Untuk mempelajari soal penekanan
ini, diperlukan Kkajian tentang sejarah,
termasuk juga hadist shahih, pengetahuan
lingusitik guna untuk mendalami teks dan
konteks saat-itu.

Relevansi.

Adapun makna dari relevansi tersebut
adalah #danya hubungan konteks makro saat
Nabi melakukan misi dakwah baik itu di
Mekah | “maupun. _Madinah dan kawasan-
kawasatl sekitarnya. Secara jelas, Nabi diutus
bukanlah untuk menghapus semua aturan,
nilai ‘dan -praktiK-budayd \yang telah ada.
Dengan.kata lain, dapat diasumsikan bahwa
banyak-perkataan / dan praktik Nabi yang
felevarrdengan |budaya saat itu. Penggunaan
relevansi disini bukanlah berarti bahwa
semua nilai Al-Qur’an bersifat budaya secara
spesifik. Ia adalah sebuah konsep yang jauh
lebih luas yang menyoroti hubungan antara
misi Nabi dan masyarakat. Dalam
pemahaman ini terdapat dua jenis relevansi.
Pertama, relevansi tethadap sebuah budaya
tertentu (yang terikat oleh waktu dan dibatasi
oleh tempat atan lingkungan tertentu. Kedua,
relevansi yang Dbersifat universal tanpa
mempertimbangkan waktu, tempat atau
lingkungan,



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian,

Dalam penelitian akan digunakan jenis penelitian
kualitatif yang berupa kajian pustaka (Zibrary research).
yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan
metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat serta mengolah bahan penelitian' yang ada
kaitannya dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian.

sifat penelitian ini merpakan studi deskriptif.
untuk memperoleh «datay yang sebanyak-banyaknya
dilakukan melaluiberbagai teknik yang disusun secara
sistematis untuk- mencari pengumpulan . data hasil
penelitian yang | fengkap.. Oleh karena itu menurut
Sugiono metode "deskriptif (analitis merupakan metode
yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran
terhadap | shatu\ objek 'penehtian yang -diteliti melalui
sampel atau data.yang telah terkumpul dan membuat
kesimpulan yang ‘bertalar i,

B. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah : Normatif,
historis dan Filosofis.
- Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan dengan
melihat ketentuan Perundang-Undangan dan ketentuan figih
yang berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Hadits yang

! Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan
Obor Indonesia, 2004), h. 3
2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, cet. 23, (
Bandung : Al Fabeta, CV, 2016), hlm. 205
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berhubungan dengan mahar dalam hukum perkawinan, baik
mengenai dasar-dasarnya dan pembentukan hukumnya.

Sedangkan pendekatan historis adalah untuk
menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu
sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdini sendiri,
terbatas dalam ruang dan waktu. Data masa lalu
dipergunakan untuk memberikan informasi dan memperjelas
kejadian masa sekarang sebagai suatu rangkaian yang tidak
terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain®,

Selanjutnya adalah pendekatan filosofis yaitu,
mencari sebuah hakikat sebagai usaha rasional untuk
menemukan arti dan makna-yang-dalam dari seluruh aspek
pengalaman manusia/ vatau meneari penjelasan tentang
keseluruhan kenyataart, guna ymeniperoleh kebijaksanaan
hidup, sekaligus mempunyai“funigsi kritis evaluative terhadap
macam-macam pengetahuan yang diberikan oleh ilmu-ilmu .
lain®.

1. Sumber Referensi.

Data atau_.referensi | yang diperlukan dan
dikumpulkan dalam’ penélitianvini adalah berupa data
atan referensi _primer-dan |data Sekunder. Adapun Data
atau referensi primer yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini merupakan bahan
hukum yang mengikat dan sumbernya dapat
dipertanggung jawabkan seperti, Al-Qur’an dan
Hadits, Kompilasi Hukum Islam, karya Ahmad
Rofiq, figih Indonesia : Kompilasi Hukum Islam
dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, karya

3 H.M. Muslich, KS, Moral..., hlm. 23

* Reza A.A Wattimena, Buku Ajar Metodologi Penelitian Filsafat, cet. 1, (
Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI), 2011), him. 47
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Marzuki Wahid, muslimah reformis karya Siti
Musdah Mulia, ensiklopedia muslimah reformis :
pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan
aksi karya Siti Musdah Mulia, esai-esai Siti Musdah
Mulia yang termuat di dalam
www.mujahidahmuslimah.com  dan  musdah-
mulia.blogspot.co.id, reading the qur’an in the
twenty-first century A contextualist approach karya
Abdullah Saeed.
b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum
yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer
dan dapat |‘membantu~, tinttk memahami dan
menganalisa hukum primer, seperti, buku-buku dan
tulisan-tulisaf: yang ada relevansinya dengan tesis
ini, batk yang ditulis oleh ahli hukum positif
maupun ahli® hukum,_Islam, termasuk hasil-hasil
penelitian, seminar dan jumal-jurnal tentang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan, hukum-dni-merupakan-bahan hukum
pelengkap, artinya bahan hukum yang melengkapi
dalam pemahamad “hukvm primer dan hukum
sekunderj jseperti, )KamusgEnsiklopedi, surat kabar
dan majalah.

C. Teknik Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
teknik dokumentar yaitu, mendokumentasikan sumber-
sumber data, baik primer atau sekunder yang terkait dengan
objek kajian. Kemudian penulis menganalisisnya dengan
metode  deskriptif  analitis  kritis  yaitu  dengan
menggambarkan, menganalisis serta memberikan interpretasi
terhadap data objek kajian. Kemudian dilanjutkan dengan
menggunakan metode content analysis yaitu digunakan untuk
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menganalisa secara ilmiah terkait inti pesan kedalam sebuah
ide atau gagasan tertentu’.
D. Teknik Analisa Data.

Miles and Hubermen mengemukakan bahwa aktifitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data
reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.
1. Data Reduction (Reduksi Data).

Reduksi data dapat diartikan sebagai sebuah proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dap—tras asi data “kasar” yang
muncul dari cata lis di lapangan dan
berlangsung te selama proyek yang
berorientasi  kualjfat grlangsung. Reduksi data
merupakan suatu %)en @.;is yang menajamkan,

rahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorgarn ' 54T %‘iengan cara sedemikian

rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat
ik WPREER SITAS

2. (Data Display) P, ian Dat

Alur penti L ari kegiatan analisis

adalah peqq@%s lman kualitatif,
penyajian data bisa an dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Hubermen
menyatakan “the most frequent form of display data for
qualitative research data in the past has been narrative
ex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan

5 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake
Sarasin, 2000), him. 68

¢ Matthew B. Miles A. Michael Huburmen, Analisis Data Kualitatif, Alih
Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Qualitative Data Analysis, Cet. 1 ( Jakarta : Ul
Press, 1992), him. 16
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data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif’.
3. Conclution Drawing/verivication

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah
menarik  kesimpulan dan  verifikasi.  Penarikan
kesimpulan merupakan sebagian kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-
makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,
kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang
merupakan validitasnya®. Dengan demikian kesimpulan
dalam penelitian Jleualitatif -mungkin dapat menjawab
rumusan masalah”yang dirurnuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak’ karena masalah dan rumusan
masalah dalam |‘penelitian “kualitatif masih bersifat
sementara dan  akan | berkembang setelah penelitian
berada di lapangan’.

Ketiga rangkaian- analisis tersebut merupakan
sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama,
dan sesudah| pengumpulan-data dalamy bentuk yang
sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut
analisis. Dalam ‘penelitian*ini” analisis data merupakan
upaya yarig beflanjat) bedilafig-iilang\dan terus menerus.
Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan
secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis
yang saling menyusul'’. Selanjutnya model interaktif
dalam analisis data dapat ditunjukkan pada gambar
berikut :

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D, Cet. 20 (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 341

8 Ibid, him. 18

% Sugione, Metode..., him. 345

10 /bid., him. 20
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pengumpulan

penyajian
data

kesimpulan -kesimpulan :
penarikan/verifikasi

UM atthew B. Miles A, Michael Huburmen, Analisis..., hlm. 20



BAB 1V

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian.
1. Latar Belakang , Orang-Orang yang Terlibat, Tujuan
di Bentuk dan Eksistensi Counter Legal Draft
Kompilasi Hukumn Islam.

a.

Latar Belakang Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam.

Fenomena politik yang terjadi di Indonesia
sejak tahun 1999 atas geliat gerakan islamisme
tentang  formalisasi—syari’at  Islam  menjadi
perbincangan| “yang hangat kal itu, baik dalam
legislasi tingkat masional” maupun tingkat daerah.
Aspirasi formalisasi syari’at Islam ini diperjuangkan
agar supaya <apat |dimasukkan ke dalam materi
Undang-Undang_dan-beberapa Rancangan Undang-
Undang (RUU). Gerakan formalisasi ini tidak hanya
berhenti pada tingkat nasional saja akan tetapi juga
didesakkan \ pada -tingkat daérali~dengan cara
mempengaruvhi.agenda penyusunan dan pembahasan
Peraturan Dderah—(Perda) ‘disejumlah provinsi atau
kabupaten';

Derasnya arus terhadap tren formalisasi
syari’at Islam ini, departemen Agama melalui
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
(Ditbinbapera) pada tanggal 27 September 2002
membentuk sebuah badan yang disebut dengan
Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam
(BPPHI). Badan ini dibentuk untuk merealisasikan
amanat UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-
2004. Undang-Undang ini menegaskan bahwa salah

' Marzuki Wahid, Figif..., him. 204-205
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satu elemen kesuksesan pemerintah dalam bidang
pengembangan hukum adalah adanya hukum
substantif Peradilan Agama. Dengan kata lain bahwa,
pemerintah harus mengupayakan peningkatan status
hukum Kompilasi Hukum Islam dari Inpres menjadi
Undang-Undang’.

Melalui sejumlah rangkaian kegiatan diskusi,
seminar, workshop, dan pengkajian sejumlah
dokumen dan literatur, BPPHI berhasil menyusun
draft awal untuk Rancangan Undang-Undang Hukum
Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) dalam
bidang perkawinan.—Sebagian besar isi Rancangan
Undang-Undang ini_  diambilkan dari pasal-pasal
Kompilasi Hukum®slam dan UU Nomor. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan: Oleh karena itu respon dari
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dengan
adanya fenomena-sosial-politik tentang menguatnya
gerakan Islamisme pasca Orde Baru, memandang
bahwa tuntutsn formalisasi syari’at Islam selain tidak
sejalan| dengan sistem, hokum nasional, juga akan
membuat diskriminasi,terhadap warga negara non-
muslim. Agenda “formalisasi syari’at Islam ini jika
disetujui™bisa nienggoyahkan [pilar-pilar pluralisme
dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan
bermmegara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu
kekhawatiran inilah lalu kemudian yang dijadikan
dasar oleh tim Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam untuk menyusun sebuah naskah
syari’at Islam yang pluralis, demokratis, humanis,
dan adil gender. Naskah ini mesti berasal dari sumber
dan inspirasi ajaran Islam, tetapi tetap diposisikan
sebagai bagian dari hukum positif dalam kerangka
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

2 Ibid, hlm. 206



81

UUD 1945 dengan segala peraturan perundang-
undangannya’.

b. Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam.

Adapun orang-orang yang terlibat dalam
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam disusun
oleh tim kerja pembaharuan hukum keluarga Islam
dengan latar belakang pendidikan Islamic Studies.
Mulai dari kalangan pesantren hingga ke jenjang
pendidikan tinggi IAIN/UIN. Seluruhnya bekerja
sebagai dosen atau peneliti. Aktivitas
keorganisasiannya-pun-berbeda-beda. Sebagian dari
mereka ada yang aktif di-ILSM, dan sebagian yang
lain aktif di— organmisasi''Islam, seperti misalnya
Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah_ atau di Majelis
Ulama Indonesia. Hanya dua orang saja yang berasal
dari staf atau birokrat-Kementrian Agama, Demikian
juga para kontributor gagasan dan pemikiran Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, mereka berasal
dari berbagai’ komunitas, Islamic, Studies, baik di
pesantren, UIN/JAIN/STAIN, maupun LSM-LSM
keislaman laifmya?;

Perihal (il dti—yahg iméngawal pembaruan
hukum keluarga Islam dalam Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam yang dipublikasikan oleh
Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama
yaitu :

3 Ibid, hlm. 207

4 M.Syafi’i, "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris
Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia}”, Al-Mawarid, Vol. XI No.2, (September-
Januari 2011), hlm. 188
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No Nama Pe:‘;t:ill.mn Pekerjaan Organisasi
1 Siti Musdah | Pesantren Staf Ahli | Pogja PUG
Mulia As’adiyah Mentri Depag, MUI
Sengkang Agama  RI, | Pusat,
Sulsel, IAIN | Dosen UIN | Indonesian
Makasar (S1), | Jakarta Conference on
IAIN Jakarta Religion and
(S2-S3) Peace (ICRP),
Lembaga
Kajian Agama
m“ V) dan Gender
I, 4 (LKAJ) Jakarta
2 | Marzuki Pesantren ;— 18 ag RI | Fahmina
Wahid Babakan | J; w@Dosen | Institute, ~ PP
Cirebon, % Bandung | Lakpesdam
Pesantreri~ 4/ ‘.~ Jakarta,  The
Krapysk bi*IJJ o) (| Wahid Institute
Yogya,
U’INIVE SITAS
Yogy
S2-S3 AM
J
3 Abd. Pesantren Dosen The Wahid
Mogsith Zainul Huda | Universitas Institute, PP
Ghazali Sumenep, Paramadina Lakpesdam
Pesantren Mulya Jakarta | Jakarta
Situbundo,
IAII
Situbundo
(S1), IAIN
Jakarta (S1-
S2)
4 Anik Farida | UGM Peneliti Pokja PUG
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Yogyakarta Balitbang Depag, LKAIJ,
(S1), Ul { Depag ICRP
Jakarta (S2) ‘
Saleh USU Medan | Dosen  Stai | PP. Pemuda
Partaonan (S1, IAIN | Madinatul Muhammadiya
Daulay Jakarta (S2), | Ilmi Jakarta h, PP. Ikatan
UIN  Jakarta Mahasiswa
(S3), Muhammadiya
Pessantren h
YAPI
Sibuhuan
Ahmad Pesantren Peneliti The | The Wahid
Suaedy Krapyak Wahid Institude,
Yogyakarta, @ [ Institude Lembaga
IAIN Kajian Islam
Yogyakarta dan Sosial
(S1) (LKiS)
Marzani IAIN Peneliti LKAJ, LP3ES,
Anwar Yogyakarta Balitbang ICRP, P3M
(SI) Depag Jakarta
Abdurrahma | Ul Jakrta | Dosen -
n Abdullah | (S1), Iran~|" STAIMI
(S2),. | 1AIN Nakarta
Jakarta (S3)
Achmad Ponpes Dosen Univ. | MUI Pusat, The
Mubarok Kesugihan Islam Jakarta, | Islamic
Cilacap, Ul dan UIN | Millenium
Ponpes Jakarta Forum (IMFO),
Miftahul Pesantren
Huda Pengembangan
Purwokerto, Masyarakat
IAIN Jakarta Fisabilillah
(S1-83) Jakarta,

yayasan




&4

Kesehatan
Mental Jakarta
10 IAIN Sumut | Dosen USU | MUI Pusat, PP.
Tambunan (S1), IAIN | Medan Pemuda
Jakarta (S2- Muhammadiya
S3) h Jakarta
11 | Asep Taufik | Ponpes Dosen -
Situbundo, STAINU
1ALl Jakarta
Situbundo
(S1), IAIN
Jakrta (S2)

Selain sebelag orang di atas juga melibatkan
sejumlah ulama’ pakar, akademisi, dan aktifis LSM
keisiaman sebagai kontributor penting atas gagasan
dan pemikiran pembarianhukum keluarga Islam’.
Tujuan Dibentuknya'Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam.

LebihV kurang \selama hampi® dua tahun
bekerja, yaituCantara stahun 42003-2004, tim telah
berhasil menyusun naskah (CLD-KHI). Dalam
sebuah 'buku yang) tebalnya~125 halaman, Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tidak hanya
memuat pasal-pasal yang menjadi tawaran pokok
pemikirannya, akan tetapi juga menyertakan latar
belakang, agenda dan cita-cita, serta mekanisme dan
metode dalam penyususnan hukum Islam. Secara
keseluruhan, naskah tersebut dimaksudkan sebagai
seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat
menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat
yang berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai
kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan,

5 Marzuki Wahid, Fikil..., hlm. 230
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meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan,
serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat
manusia’.

Adapun tujuan dari pembentukan Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam ini adalah.
Pertama, bahwa Kompilasi Hukum Islam telah
diajukan Departemen Agama RI untuk ditingkatkan
statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan,
buku ketiga dari Kompilasi Hukum Islam, yaitu
hukum perwakafan, sejak tahun 2004 telah ditetapkan
menjadi UU wakaf ( UU Nomor 41 Tahun 2004).
Artinya, dalam__konteks upaya mempengaruhi
kebijakan hukum, Kompilasi Hukum Islam sudah ada
di depan mata untuk direspon’.

Kedua; Kompilasi hukum Islam adalah satu-
satunya ketentvan detail syari’at Islam yang telah
diakui negara -dan_sering 'dijadikan sebagai rujukan
para hakim  Pengadilan~Agama, pejabat Kantor
Urusan Agama, dan sebagian masyarakat. Selain
berbahasa| \ Indonesia “yang ™ /mudih dipahami,
Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kepastian
hukum karena” tidak—menawarkan pilihan hukum
lebih dari -satu~ sebagaimana sradisi figih yang
tercantum di dalam “Kitab ‘kuning. Dari hasil
penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama RI tahun 2001 tentang aplikasi Kompilasi
Hukum Islam pada Pengadilan Agama atau
Pengadilan Tinggi Agama, menyebutkan bahwa, dari
1008 putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan
Tinggi Agama pada wilayah Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bandar
Lampung secara Implisit hampir 100% putusan

§ M.Syafi’i, Hak Non Muslim..., him. 188

T Marzuki Wahid, Fikih..., him. 207
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hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam
sebagai rujukan. Itu artinya bahwa, meskipun dalam
konteks politik hukum Kompilasi Hukum Islam
bersifat fakultatif, akan tetapi kenyataan di lapangan
bahwa Kompilasi Hukum Islam nyaris seolah-olah
im peratif digunakan oleh para hakim Pengadilan
Agama®.

Ketiga, Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam memandang bahwa, rumusan-rumusan
hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum
Islam sudah saatnya untuk dirubah. Ada beberapa
argument yang dikemukakan.

Pertama, Kompilasi Hukum Isam
mempunyai kelemahampokok pada rumusan visi dan
misinya. Adac beberapa pasal dalam Kompilasi
Hukum Islam ~yang secara| prinsipal bertentangan
dengan prinsip-dasar\Islam | yang universal, seperti
persamaan  {(al-musawakh),  persaudaraan  (al-
ukhuwah), dan keadilan (al- ‘adalah).

Keduna/ ada sejumlah”pasa), dalam Kompilasi
Hukum Islam_yang sudah tidak lagi sesuai dengan
peraturan  perundang=undangan yang berlakn,
misalnya,dengan-amandemen WUD 1945, UU No. 7
Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 Tahun
1999 tentang hak asasi manusia, dan UU No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya
mengakui hak-hak peremp-uan dan anak sebagai hak
asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan
yang kuat dari UU tersebut. Dan konvensi
internasional yang telah diratifikasi. Misalnya
deklarasi universal HAM  (1948), kovenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang

8 [bid, hlm. 208
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sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 12
Tahun 2005, kovenan internasional tentang hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya yang sekarang sudah
diratifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2005, dan
CEDAW yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam
UU No. 7 Tahun 1984.

Ketiga, dari sudut metodologi, Kompilasi
Hukum Islam masih terkesan replika hukum figih
ulama pada zaman dahulu. Konstruksi hukum yang
dipakai oleh Kompilasi Hukum Islam belum
dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang
masyarakat _Islam  Indonesia, dan  masih
mencerminkafypenyesuaian-penyesuaian figih Timur
Tengah dan diinia Arabypada umumnya’.

d. Eksistensi Counter"Legal”Draft Kompilasi Hukum
Islam.

Untuk -mengatahui” eksistensi Counter Legal
Draft Kompilasi  Hukam' Islam alangkah lebih
baiknya untuk menceritakan dinamika yang terjadi
atas ) pergoalakan -di “-tengah-tengah masyarakat
khsusunya kalangan muslim Indonesia'’.

Respon’ 'pemierintah ' terhadap hadir nya
Countet~ liegal Draft] Komipilasi\, Hukum Islam ini
untuk mengcounter (melawan) hukum materil Islam
yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam
yang oleh Departemen Agama akan dijajukan
menjadi Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan
Agama Bidang Perkawinan sebagai hukum materil
perkawinan Islam yang akan menjadi rujukan resmi
para hakim agama untuk mempelajari dan mengkaji

? Ibid, him. 208-209

10 Selurthnya diambil dari buku, Marzuki Wahid, Figih Indonesia :
Kompilasi Hulum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam
Bingkai Polittk Hukwm Indonesia, Cet. I, (Bandung : ISIF :Institut Studi Islam
Fahmina), hlm. 262-279
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ulang Kompilasi Hukum Islam, mempelajari fiqih
yang tercantum dalam khazanah klasik Islam dan
melakukan penelitian sosial untuk melihat kebutuhan
masyarakat terhadap perubahan hukum perkawinan,
dan setelah itu dirumuskan tawaran-tawaran baru
tentang hukum keluarga Islam yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Gagasan ini lahir bukan dari rencana
strategis lembaga manapun, melainkan timbul dari
keprihatinan situasi tahun 2000-an, lalu kemudian
timbul kebutuhan sebuah lembaga untuk menjadi
payung (legalitas) —gerakan pembaruan hukum
keluarga Islamy ini. Agar| supaya kemungkinan
efektifiya CountergLegal Draft Kompilasi Hukum
Islam dalam mempéngaruhi, isu, isi dan poin-poin
ketentuan hukuk yang telah dirancang oleh tim
Rancangan Undang-Undang Hukum  Terapan
Pengadilan Agama, maka Pokja PUG Departemen
Agama dipilih sebagai basis dan payung pembaruan
hukum | kelvarga -Islamt versi | Counter, Legal Draft
Kompilasi Hukum JIslam. Dalam satu atap
Departemen ‘Agama- dan berkantor di gedung yang
sama, harapan, terjadinya- dialog; komunikasi dan
pembahasan bersama tentang situasi dan isi hukum
keluarga Islam bisa terjadi lebih intensif.

Respon pemerintah terhadap Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipilah ke
dalam dua periode, yakni periode Mentri Agama Said
Agqil Husin Al-Munawwar (2001-2004 dalam Kabinet
Gotong Royong Presiden Megawati Soekarno putri)
dan periode Mentri Agama Muhammad Maftsh
Basyuni (2004-2009 dalam Kabinet Indonesia
Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono). Dua Mentri Agama ini memiliki
dinamika yang berbeda terhadap Counter Legal Draft
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Kompilasi Hukum Islam karena situasi politik yang
berbeda.

Mentri ‘Agama Said Aqil dan Sekretaris
Jendral Departemen Agama Faisal Ismail menyetujui
rencana penyusunan Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam ini untuk dirampungkan, juga pada
diskusi akademik Sekjen Depag Faisal Ismail
memberikan sambutan dan menghargai kajian itu
sebagati kerja intelektual yang penting di tengah arus
formalisasi syari’at Islam. Akan tetapi sclang dua
minggu kemudian peluncuran Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam tersebut menuai kontroversi
publik dan sebagain kalangan muslim mengecam
naskah itu dan pada tanggal 12 Oktober 2004 Dewan
Pimpinan MUI mengirimkan surat kepada Mentri
Agama untuk-menarik naskah Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Aslam tersebut. Dari sinilah sikap
pemerintah tampak berbalik. Lalu pada tenggal yang
sama, Mentri Agama Said Aqil Husin Al-Munawwar
mengeluarkan/ surat-teguran képada, Siti Musdah
Mulia, baik sebagai Ketua Pokja Pengarnsutamaan
Gender Departemen Agamamaupun Staf Ahli Mentri
Agama) Bidang—~Pembinaan- Hubungan Organisasi
Keagamaan Internasional. Yang mana dalam surat
tersebut berisi supaya tidak menyebar luaskan naskah
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam atas
nama Departemen Agama dan menyerahkan naskah
aslinya kepada Mentri Agama. Bahkan Said Agqil
sangat keras memberika pernyataan bahwa draft
tersebut bukan berdasarkan persetujuan instansinya,
namun hanya mengatasnamakan Departemen Agama.

Sikap ini diambil pemerintah selain karena
tekanan kelompok penentang Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam juga berkaitan dengan
situasi politik menjelang pergantian Kabinet dari
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kepemimpinan Megawati Soekamo Putri ke Susilo
Bambang Yudhoyono. Sikap Mentri Agama Said
Aqil ini kemudian diperkuat oleh penggantinya yaitu,
Muhammad Maftuh Basyuni lima hari setelah
dilantik dan memberikan pernyataan pemebekuan
terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
Islam hanya berdasarkan sebuah pernyataan di media
massa dan tidak disertai surat resmi. Setelah
dibekukan oleh Mentri Agama Maftuh Basyuni,
kontroversi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
Islam di wilayah publik tampak surut untuk tidak
mengatakan berakhir, Bahkan pemikiran-
pemikirannya (terus’ dibahas \dan didiskusikan oleh
peneliti dan akademisi‘baikdi dalam negri maupun
Iuar negri.

Pelarangan dan pembekuan Counter Legal
Draft Kompilast Hukum Islam yang dilakukan oleh
Mentri Agama atas/tekanamMajelis Ulama Indonesia
dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), selain
merupakan| bentiK-iftervensi“yang, tidak demokratis
dan menutup_ruang publik yang bebas, juga
menunjukkan «~XReberpthakan/ | pemerintah terhadap
kelompok jkenservatif oIslam ; dalam pemaharman
ajaran Islam:™ Pemerintalt tampak ingin menjaga
stabilitas sosial politik dengan cara mengeliminasi
sekecil mungkin perdebatan publik yang bersifat
kontroversial. Peru diketahui bahwa, dinamika
pergulatan politik ini meneguhkan bahwa hukum
Islam sebagai hukum positif adalah konstruksi sosial
politik, bukan semata-semata rumusan teologis.
Faktor-faktor non teologis merupakan konsekuensi
logis dari bangunan hukum Islam yang hidup di
tengah-tengah kenyataan negara bangsa yang
berdasarkan Pancasila dan dijustifikasi oleh
keputusan politik negara. Oleh karena itu, disetujui
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atau ditolak suatn rumusan hukum Islam dalam
proses legislasi bukan karena benar atau salah secara
teologis, melainkan karena kemenangan konfigurasi
politik aktor dominan yang berada dan mampu
mempengaruhi legislatif dan pemerintah selaku
pembuat Undang-Undang dan publik sebagai
kelompok pendukung atau penakan.
2. Materi Hukum Counter Legal Draft Kompilasi

Hukum Islam.

a. Tawaran Transformatif Pembarnan Hukum.

Menurut Siti Musdah Mulia, paling tidak ada
tujuh alasan yang dapat dikemukakan mengenai
perlunya pembartian terhadap Kompilasi Hukum Islam!''.
Pertama, sebagain besar isinya tidak
mengakomodasikan \ " képentingan  publik  untuk
membangun tatanan masyarakat vang egaliter, pluralis
dan demokratis. [Kedua, Kompilasi Hukum Islam tidak
sepenuhnya digali *dari-kenyataan empiris Indonesia,
melainkan lebih banyak diambil dari penjelasan normatif
tafsir-tafsir\ keagamaan. klasiK, “dan “sangat kurang
mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam
Indonesia. Kompulasi-Hukumslam hampir seluruhnya
mengutip |pandangan, figih-klasik sehingga tidak salah
jika disimpulkan bahwa telah terjadi sakralisasi figih
klasik.

Ketiga, sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum
Islam berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam
yang universal, dinataranya prinsip keadilan,
kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan
dan persaudaraan. Keempat, scbagian pasal-pasal
Kompilasi Hukum Islam berseberangan dengan
peraturan perundang-undangan seperti, amandemen
UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan

1 Siti Musdah Mulia, Muslimah..., hlm. 383-384
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segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya
sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan
terhadap hak asasi perempuan, UU No. 22 Tahun 1999
tentang pemerintah daerah yang menekankan prinsip
desentralisasi tanpa membedakan laki-laki dan
perempuan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang
kekerasan dalam rumah tangga. '

Kelima, sebagian isinya bersebrangan dengan
sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan
dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain
deklarasi universal Hak Asasi Manusia (1948), kovenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966),
CEDAW (the convention on the elimination of all form
of discrimination cag@inst” women) (1979), deklarasi
Kairo (1990) dan>deklarasi dan program aksi Wina
(1993). Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam harus
dapat menyelaraskan//|-diri| “dengan isi ketentuan
internasional tersebut jika ingin bertahan lama. Keenam,
sebagidn besar isinya-sudahi-tidak rélevan lagi dengan
perkembangan sosisal yang ada, kenyataan budaya
masyarakat, dan--gagasam\ dasar bagi pembentukan
masyarakat p_berkeadaban r—tcivif ssociety). Bahwa
kenyataan yang ada di masyarakat adalah perempuan
dan laki-laki mempunyai posisi yang sama sebagai
subjek hukum, perempuan dan laki-laki sama-sama
mencari nafkah, bahkan sejumlabh perempuan menjadi
tulang punggung ekonomi keluarga, perempuan dan laki-
laki sama-sama berkiprah dalam dunia publik, menjadi
pemimpin, hakim, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya.
Dan kenyataan bahwa perempuan menjadi kepala
keluarga. Menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2002
menunjukkan satu dari sembilan kepala keluarga adalah
perempuan.
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Ketujuh, sebagai hukum Islam perlu adanya
membandingkan Kompilasi Hukum Islam dengan
hukum keluarga (the family law)} yang ada diberbagai
negara muslim yang lain. Negara-negara muslim tersebut
telah berkali-kali mengadakan sejumlah pembaruan
terhadap hukum keluarga. Sementara Kompilasi Hukum
Islam sejak dilahirkan belum terlihat upaya evaluasi
terhadapnya.

Wacana Aktual yang berkembang adalah
perdebatan seputar tawaran Pembaruan hukum oleh
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam terhadap
Materi Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Bukn I Tentang Hukum Perkawinan Islam.

Counter
Legal Draft
Kompilasi
Hukom
Islam

Isu Kompilasi

No Perdebatan Hukum Islam

1 Perkawinan Perkawinan
Pelaksanaantiya -}sbukan
merupakan kategori
ibadal(pasal 2) | ibadah
melainkan
muamalat
(kontrak yang
didasarkan
pada
kesepakatan
kedua belah
pihak ) (pasal
2)

2 Wali nikah Merupakan Bukan rukun
rukun perkawinan
perkawinan (pasal 6)
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(pasal 14)
Pencatatan Bukan  rukun | Merupakan
nikah perkawinan rukun
(pasal 14) perkawinan
(pasal 6)
Kesaksian Perempuan Perempuan
perempuan tidak boleh jadi | boleh jadi
dalam saksi (pasal 25) | saksi
perkawinan sebagaimana
laki-laki
(pasal 11)
Batas minimal |16 tahun bagi | Minimal 19
usia calon istri, 19 | tahun  tidak
perkawinan tahun bagi | ada beda
calon suami | antara calon
{pasal I5) istri maupun
suami (pasal
7
Perkawinan Berapun Gadis pada
seorang gadis'—| usianya, 'gadis {~usia 21 tahun
dikawinkan dapat
oleh wali atau | mengawinkan
yang dirinya
mewakilinya sendiri (pasal
(pasal 30) 7
Mahar Diberikan oleh | Mahar  bisa
calon  suami | diberikan
kepada calon | oleh  calon
istri (pasal 30) |istri kepada
calon suami
atau
sebaliknya
(pasal 16)
Kedudukan Suami adalah | Kedudukan,
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suami-istri kepala keluara | hak, dan
dan istri adalah | kewajiban
ibu rumah | suami dan
tangga (pasal | istri  adalah
79) setara (pasal)
9 | Pencarian Kewajiban Kewajiban
nafkah suami (pasal 80 | bersama
ayat 4) suami dan
istri
10 | Perjanjian Tidak diatur Diatur,
masa sehingga
perkawinan perkawinan
dinyatakan
putus
bersamaan
dengan
berakhirmnya
mas
perkawinan
yang telah
disepakati
(pasal 22, 28,
dan 56)
11 | Kawin  beda | Mutlak tidak | Boleh, selama
agama boleh (pasal 44 | dalam batas
dan 61) untuk
mencapai
tujuan
perkawinan
(pasal 54)

12 | poligami Boleh, dengan | Tidak boleh,
sejumlah haram
persyaratan lighairihi
(pasal 55-59) (pasal 3)
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13 | Iddah Iddah  hanya | Iddah berlaku
untuk istri | bagi  suami
(pasal 153) dan istri

(pasal 88)

14 | Iddah  akibat | Didasarkan Didasarkan

perceraian pada terjadinya | pada
dukhul (pasal | terjadinya
153) akad, bukan
dukhul (pasal
88)

15 | Ihdad Ihdad  hanya | Selain  istri,

(berkabung) untuk istri | thdad  juga
(pasal170) dikenakan

buat  suami
(pasal 112)

16 | Nusyuz Nusyuz hanya | Nusyuz juga
{membangkang-{"dimungkinkan | bisa
dari oleh'istri (pasal | dilakukan
kewajiban) 84) suami (pasal

53)

17 | Khulw’ Khulw’ Khuly> dan
(perceraian dinyatakan talak adalah
atas sebagai, talak | sama,
permintaan ba’in  sughra, | sehingga
istri) sehingga tidak | boleh  ruju’

boleh rujuk | (talak  raj’i)
mejainkan (pasal 1 dan
harus  dengan | 59)

akad nikah baru

(pasal 119)

18 | Hak rujuk | Hak rujuk | Swami  dan
(bersatu hanya dimijliki | istri memiliki
kembali dalam | suami (pasal 16 | hak untuk
perkawinan) ) ryjuk  (pasal
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2. Buku II Tentang Hukum Kewarisan.

No | Isu Kompilasi Counter Legal
Perdebatan Hukum Islam | Draft Kompilasi
Hukum ISlam
1 | Waris beda | Perbedaan Perbedaan
agama agama agama bukan
menjadi penghalang
penghalang untuk saling
untuk saling | mewarisi (pasal
mewarisi 2)
(pasal 171
dawl72 )
2 | Anak lnary Hanya Jika  diketahui
nikah memiliki ayah
Hubungan biologisnya,
nasab - dengan | anak tetap
ibunya (pasal | memliki

186)

fmbungan nasab
dengan ayahnya

(pasal 16)

3 | Awlddnradd ) Dipakai Dihapus

(pasal 192
dan 193)

4 | Pembagian Bagian anak | Mendapat bagian
waris  bagi | laki-laki dan | sama 1:1 atau 2
anak laki-laki | perempuan : 2 (pasal 8)
dan adalah 2 : 1
perempuan

3. Buku III Tentang Perwakafan.

ﬁl&l Isu

I Kompilasi

{ Counter Iegal
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Perdebatan Hukum Islam | Draft Kompilasi

Hukum Islam
1 Hak kekayaan | Tidak diatur | Diatur (pasal 11)
intelektual
sebagai

barang wakaf

b. Tawaran Baru Tentang Konsep Mahar.

Diskursus tentang mahar dalam hukum
perkawinan Islam yang ditawarkan oleh Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam keberadaannya
tidak dapat dipisahkan dengan persinggungannya
terhadap budaya, adat istiadat dan fakta sejarah, yang
menuntut adanya sebuah reformasi sebagai upaya
dalam menghadapi | tuntutan era global serta
perkembangan -dinamika budaya yang semakin pesat
di era reformasi-ini dan//dituntut untuk lebih kreatif,
inovatif dan selektif terhadap warisan-warisan
terdatiulu) | Intérpretasi, “paradigma “baru terhadap
konsep-konsep_lama mungkin harus dilakukan tanpa
menghilangkanpakent-yang$udah ada'?.

Materiy tentang——ketentuan mahar dalam
perkawinan dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum
Islam pada pasal 30 yang mengatakan : “calon
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon
mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
disepakati oleh kedua belah pihak”. Sementara
dalam Counter Legal Drfat Kompilasi Hukum Islam
menawarkan rumusan baru tentang ketentuan mahar
dalam hukum perkawinan Islam, yang terdapat pada
pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu'? :

12 H.M. Muslich, KS, Moral..., hlm. 259
¥ Musdah Mulia, Ensikiopedia Muslimah Reformis, Pokok-Pokok
Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi, Cet. 1, (Jakarta : Dian Rakyat, tt), hlm. 88
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(1) Calon sunami dan calon istri harus memberikan
mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan
kebiasaan (budaya) setempat.

(2) Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh
kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan
pembert.

Secara umum tawaran-tawaran baru dalam
pembarzan hukum khsusnya dalam bidang keluarga
Islam yang digagas oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam ini adalah, dinamika
perubahan secara global saat ini, merupakan sebuah
kehendak sejarah dan perlu untuk direkonstruksi
ulang agar supaya selaras dengan tuntutan zaman,
tentu tanpa menghilangkan pakemnya. Dinamika
budaya bangsa “yang_  diidentikkan dengan
modernisasi, démokrasi dan globalisasi di satu sisi
menjanjikan |adanya sebuah perubahan kearah
kemajuan dalam/segala “aspek kehidupan'®. Akan
tetapi di sisi lain juga menimbulkan kegamangan
sebagian masyarakat.karena ferkikisntya sebuah nilai-
nilai yang sudah pakem dengan paradigma baru yang
dianggap telah-merubah hukim syari’at.

Argumentasi.yang dapat dikemukakan terkait
dengan salah satu tawaran baru, yaitu tentang konsep
mabhar adalah sebagai berikut : Mahar pada umumnya
dipahami sebagai pemberian mempelai laki-laki
kepada mempelai perempuan pada waktu akad nikah.
Bentuk mahar sangatlah beragam, bisa berupa uang
tunai, perhiasan emas, seperangkat alat salat, kitab
suci Al-Quran, bsia pula berupa rumah, sawah,
kebun dan lain-lain. Akan tetapi di Indonesia, pada

14 H M. Muslich, KS, Moral.., him. 259
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umumnya mahar diberikan dalam bentuk perhiasan
emas sehingga dikenal dengan istilah mas kawin'’.

Terlihat di sini bahwa, Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan konsep
mahar tersebut, menjadikan kearifan lokal sebagai
hukum/sumber hukum Islam (figih), yang dalam
kaidah figih disebut dengan 4<fss 33l (adat bisa
dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum),
karena kaitan antara adat dan hukum Islam akan
saling berkelindan satu sama lain. Sebagaimana
kajian yang dilakukan oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum- Islam pada komunitas masyarakat
muslim yang ada di Pariaman Sumatra Barat, justru
perempuanlah| ‘yang memberi mahar kepada calon
suami yang dikenal déngan istilah tradisi Bajapuik,
yaitu pihak perempuan akan membayar nang materi
kepada calon|suaminya. Oleh karena itu Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam menempatkan
kenyataan empirik tersebut sebagai dasar pijak atau
variabel“\dalam 'menetapkan hukum-Islam (figih).
Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa negara
Indonesia meérupakan “negara yang plural artinya
Indonesia, terdizi—dari |berbagai etnis, adat, budaya,
bahasa dan agama, sehingga kemajemukan tersebut
tidak mungkin untuk dihindari. Dan tentu saja figih
dituntut untuk lebih bersifat dinamis dalam
menyikapi pluralitas tersebut.

Adapun argumentasi akademik yang dapat
penulis utarakan dalam membaca pandangan Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam
merumuskan konsep mahar adalah, Islam menjadikan
mahar sebagai simbol penghormatan terhadap
perempuan yang diangkat martabatnya sederajat

15 Musdah Mulia, Ensiklopedia..., him. 89
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dengan laki-laki. Meskipun istilah mahar itu sendiri
tidak dijumpai dalam Al-Qur’an, namun dapat
ditemukan beberapa kata yang menunjuk kepada
pengertian mabhar, antara lain : Surat Al-Nisa’ ayat
[25] dan ayat [4] yang menggunakan kata wjrah dan
kata sadag. Serta Surat Al-Baqarah ayat [236-237]
yang menggunakan kata faridah, yang ayatnya sudah
penulis sebutkan pada bab 1I awal.

Penjelasan dari ayat-ayat tersebut dapat
disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian dari
scorang suami kepada istrinya ketika akad nikah
berlangsung sebagai-lambang kecintaan dan kasih
sayang, juga (sebagai simbol tanggung jawab serta
ketulusan hati- untuk’y melaksanakan amanah dan
tanggung jawab .pemikahan sesvai aturan agama.
Akan tetapi|-dalam| masyarakat, mahar telah
mengalami distorsi/makna” Sehingga mahar tersebut
lebih banyak, “dimakmnai /| sebagai harga tubuh
perempuan untuk kenikmatan seksual seorang laki-
laki. Oleh kafena jtu, jika seorang-laki-laki telah
memberikan mahar, kemudian dia mengklaim berhak
untuk memilki-tubuh/perempuan tersebut dan berhak
menyetabubinya—, jkapan <sajas, sesnai  dengan
keinginannya'®.

Pemaknaan seperti ini bukanlah tanpa dasar,
melainkan mengacu kepada pandangan figih klasik.
Dan otoritas figth tersebut sering kali menjadi
mindset yang menggerakkan sikap dan prilaku dalam
masyarakat. Misalnya dalam kitab al-fighu a’la
mahadzib al-arba’ah memberikan pengertian sebagai
berikut :

6 Ibid
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Definisi” nikah/ yang diberikan oleh
kebanyakan ulama figih klasik juga selalu diartikan
dengan akd li vat-tamlik) (akad yang membolehkan
kepemilikan atas tubuh perempuan)?.

Kitab-kitab figih tersebut dan secara umum
yang banyak .beredar, di- Indonesia, mengandung
sejumlah besar ifiterpretasi atau penafsiran kultural
terhadap ayat-ayat-Al-Qurian, Karena-mereka berada
dalam’ "konteKs sosial, ‘budaya, politik-dan ekonomi
yang memperkiat pandapgan mereka bahwa
perempuan adalah subordinat kaum laki-laki. Dalam
sejarah intelektual Islam, figsh dibedakan dari syari’at
yang merupakan ajaran dasar, bersifat universal,
mutlak dan permanen. Sedangkan fiqih merupakan
ajaran non dasar, bersifat lokal, elastis, dan tidak
permanen. Dengan kata lain fiqih adalah penafsiran

17 Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fighu ‘ala al-Madzaahab al-Arba’ah, Juz
1V, (Al- Azhar Kairo, Dar al-Hadits, 2004), hlm. 78

" Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad ai-Husaini al-Hasni al-
Dimsyaqi al-Asyafi’i, Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-lkhtishar, Jilid 1, (Al-
Haramain, 2005), him. 60

¥ Al-Bujairumi, Syarah Minhaj al-Tullab, Juz 111, (Dar al-Fikr, 2007),
him. 404

2 Musdah Mulia, Ensiklopedia..., hlm. 89
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kultural terhadap syari’ahyang dikembangkan oleh
ulama-ulama figih abad pertengahan.

Buku-buku figih tersebut mulai
dikembangkan pada masa pemerintahan Bani
Umayyah dan Abbasiyyah. Damaskus, ibu kota
kerajaan Bani Umayyah, pemah berada di bawah
kekuasaan Romawi Bizantium. Hukum dan tradisi
yang berkembang di sana masih banyak dipengaruhi
oleh hukum-hulum dan tradisi Romawi yang sangat
bias gender. Kaum perempuan belum mengenal hak-
hak politik dan hak-hak publik sebagaimana yang
telah dimiliki oleh laki-laki, Bahkan, ketika itu masih
berkembang [mitologi Yunani yang memandang
perempuan seébagdi | makhluk setengah manusia,
makhluk terkutuk “dan ‘dilarang mendekati rumah
ibadah. Demikian | pula halnya dengan kondisi
perempuan di ‘masa’ Abbasiyah. Hukum dan tradisi
yang digunakan | di |/ Baghdad masih banyak
dipengaruhi oleh tradisi Persia yang juga sangat bias
gender.\Dominast laki~laki” |di/dalam masyarakat
tercermin dalam pemberian peran utama kepada laki-
laki. Sehingga-’ atas/dasar/1tulah kitab-kitab figih
sangatlah, | dipengaruhi——oleh| lingkungan tempat
dimana penulis berada. Misalnya penulis yang hidup
di lingkungan masyarakat dimana kekuasaan laki-
lakinya dominan (male-dominated society), seperti di
kawasan Timur Tengah, akan menulis kitab figih
yang bercorak patriarki®.

Akibat dari pengaruh berbagai kultur dan
tradisi yang diuraikan tersebut di atas, lalu muncul
sebuah konsep hukum keluarga yang kemudian
dikenal dengan sebutan al-akhwal al-syakhsiyah,

2! Mudah Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan,
Cet. I, (Bandung : Mizan, 2004), him. 46
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meliputi hukum perkawinan (figh munakahat), yang
memberikan kepada suami hak-hak yang lebih besar
dibandingkan dengan istri?2. Kultur budaya keluarga
yang paling menonjol adalah mengenai pola
hubungan antara suami istri, anak laki-laki dan
perempuan dan relasi orang tua dan anak. Dalam
hukum keluarga tradisional pola relasi antar anggota
keluarga sudah tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai
budaya tradisional tersebut. Dalam kaitan ini salah
satu budaya tradisional tersebut adalah budaya
patriarki dan dominasi Jaki-laki atas kaum
perempuan. Schingga-dampak negatif dari budaya
tersebut adalah”tidak optimalnya fungsi dan tujuan
hidup berkeluarga® sehingga pencapaian keluarga
sakinah, mawaddah —daw | rahmah sulit untuk
diwujudkan?®.

Argumen-argtimen-figih klasik yang terdapat
dalam al-ahwal ai-syakhsiyvah, beberapa sudah tidak
relevan lagi untuk generasi sekarang karena tuntutan
dan_kebufuhannya” sudalisberbeda) dengan generasi
ketika kitab-kitab figih ity dilahirkan?®. Adapun
tuntutan dalant~hidup dan Kehidupan keluarga pada
umumrnya, | dan (kehidupan “keludrga muslim pada
khusunya memasuki era kontemporer ini adalah
adanya tuntutan tentang hak asasi manusia.
Maksudnya adalah, upaya untuk menuju proses
humanisasi dalam relasi, hak dan kewajiban antar
anggota keluarga yang harmonis dan seimbang. Dan
adanya tuntutan dan kesadaran tentang kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan (gender equality and

2 Ibid

B Yusdani, Menuju Figih Keluarga Progresif, Cet. I, (Yogyakarta :
Kaukaba, 2011), him. 22

2 Musdah Mulia, Muslimat..., him. 47
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gender justice)®>. Maksudnya adalah dalam bahtera
rumah tangga harus saling memahami bahwa antara
suami dan istri mempunyai derajat yang sama.
Karena dengan begitu antara suami istri bisa saling
menghargai dan menghormati. Keduanya harus
memandang satu sama lain sebagai manusia yang
utuh, harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Karena dihadapan Allah SWT semua manusia
mempunyai derajat yang sama, yang membedakan
hanyalah prestasi ketaqwaannya®®.

Wacana dan gerakan gender’  hadir
merupakan bentuk—perlawanan dan penolakan
terhadap sistem atau budaya patriarki®® yang telah
memasung kebebasan» perempuan dalam segala
bidang kehidupan. Karena-ideologi ptriaki ini telah
memposisikan= perempuan, pada psosisi yang
subordinat”® (di_bawah_Keéndali) laki-laki. Dengan
demikian isu terhadap kesetaraan gender merupakan
sebuah upaya untuk menciptakan relasi antara sesama
manusiastermasuk-di-dalamnya rélasi~antara laki-laki
dan perempuan baik  itu dalam bidang ekonomi,
politik, kultural;ideelogi dan lingkungan®.

% Yusdani, Menuju..., hlm. 19
http://musdah-mulia.blogspot.com/2017/09/lima-prinsip-dasar-
pernikahan-islam.html, di unduh pada tanggal 20 Juli 2019.

T Gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-laki dan
perempuan yang dibentuk oleh masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu,
sehingga bersifat relatif dan dapat berubah. Lihat Mochammad Sodik, Fikik
Indonesia, Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan, (Yogyakarta : Suka
Press, 2014), hlm. 65

2 Patriarki diartikan sebagai sistem masyarakat yang menelusuri garis
keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriaki adalah kelompok
masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu (istri).

2 Gubordinat atau subordinasi adalah sikap merendahkan posisi atau status
sosial salah satu jenis kelamin.

30 Yusdani, Menuju..., hlm. 19
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Dulu, hak-hak istimewa banyak diberikan
kepada kaum laki-laki, dan itu mungkin dapat
dibenarkan, karena tanggung jawab lebih besar yang
dibebankan kepada laki-laki (suami) untuk memenuhi
semua kebutuhan dalam keluarga. Karena ketika itu,
kaum perempuan dianggap lemah dan
keberadaannya diposisikan sebagai the second sex
yang pada akhirnya ruang untuk mengakses ke
wilayah publik dibatasi. Akan tetapi, kini perenan
perempuan di dalam masyarakat telah mengalami
banyak kemajuan. Kaum perempuan juga memiliki
kesempatan yang lebih besar sebagaimana laki-laki
untuk dapat ikut’berpartisipasi di wilayah publik baik
itu wilayah pendidikan;, sosial, ekonomi, maupun
politik. Dan kaitannya dengan persoalan pemenuhan
kebutuhan nafkah dalam keluarga, kaum perempuan
juga banyak berperan-di-dalamnya sehingga relasi
antara laki-laki (suami) dan-perempuan (istri) dalam
kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan nafkah
keluarga “menjadi~setata. dan meérupakan tanggung
jawab bersama-~ Oleh, karena itn, mahar sebagai
bentuk pemberian harta pertama sebagai wujud cinta
dan kasih\ sayarg )sexta-bukii akan tangung-jawab
tanggung-jawab berikutnya dalam kehidupan rumah
tangga, maka pemberian mahar bukan menjadi
monopolo laki-laki (suami) dan perempuan pun boleh
memberikan.

Tujuan utama pembarnan hukum keluarga
khususnya terkait persoalan mahar adalah sebuah
upaya untuk meningkatkan status atau kedudukan
kaum perempuan dan memperkuat hak-hak anggota
keluarga. Dan di samping itu, akomodasi terhadap
persoalan gender dalam perkembangan hukum
keluarga Islam bertujuan untuk melindungi dan
meningkatkan derajat kaum perempuan. Sechingga
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pemaknaan mahar baik itu di masyarakat maupun
dalam kitab-kitab figih tidak lagi sekedar dimaknai
sebagai harga tubuh bagi perempuan untuk
mendapatkan kenikmatan seksual.
B. Pembahasan,
1. Nalar Hukum Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam.

Adapun nalar hukum yang digunakan olech Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum Islam menggunakan
prinsip-prinsip dasar sebagai berikut®' :

a. Prinsip Kemaslahatan (al-masiahah).

Syari’atIslam tidak memiliki tujuan lain
kecuali untuk inewujudkan kemaslahatan manusia
secara univetsalo dah Tenolak segala bentuk
kemafsadatan. ” Atau “dalam kaidah figih disebut
dengan jalb al-mashalih wa dar al-mafasid. Tbnu
Qayyim al-Jauziyah‘‘menyebutkan bahwa tujuan-
tujuan syari’at ) Islam|” _yang dibangun untuk
kepentingan manusia itu antara lain untuk
kemaslahatan/ (al-maslahah),  /Keddilan (al-‘adl),
kerahmatan | (a/-rahmah), dan kebijaksanaan (al-
hikmah). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar
substansidari-seluruh persoalan hakum Islam.

b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender (al-musawah
al-jinsiyyah).

Gender dan sex merupakan dua entitas yang
berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan
dari segi sosial budaya, maka sex secara umum
dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-

31 Penjelasan tentang prinsip-prinsip ini sepenuhnya diambil dari buku,
Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan, Cet. |,
(Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2004), hlm. 392-396
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laki dan perempuan dari segi anatomi biologis.
Artinya bahwa, gender bukanilah termasuk dalam
kategori biologis melainkan merupakan sebuah
konstruksi sosial budaya.

Disinilah letak pentingnya memisahkan
antara sex dan gender secara tepat. Dari sudut
pandang gender, relasi antara laki-laki dan
perempuan harus diletakkan dalam  konteks
kesetaraan dan keadilan. Karena, ketidakadilan
gender disamping bertentangan dengan spirit Islam,
juga hanya akan memarginalkan dan
mendehumanisasi | perempuan. Islam mengatakan
bahwa antara Jaki-laki dar’perempuan mempunyai
derajat yang sama. /Yang  membedakan diantara
mereka hanyalah kadarketagwaan, dan Al-Qur’an
juga tidak menekankan adanya superioritas dan
inferioritas atas dasasf jenis kelamin.

. Prinsip Penegakan HAM (igamah al-huquq al-

insaniyyah).

Islam ‘adalah agamayyang snemiliki komitmen
dan perhatian ¢rang cukup) kuat bagi tegaknya hak
asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarah,
Islam hadir| justru) tmtuk menegakkan hak asasi
manusia, seperti hak kaum mustadh’afin yang banyak
dirampas oleh para penguasa. Kemudian Islam
datang untuk mengembalikan hak-hak kaum
perempuan, para budak dan kaum miskin. Dalam
Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus
diusahakan pemenuhannya, baik itu oleh diri sendiri
maupun oleh negara. Diantaranya adalah hak hidup
(hifdz al-nafs au al-hayah), hak kebebasan beragama
(hifdz al-din), hak kebebasan berifikir (hifdz al-‘aql),
hak properti (hifdz al-mal), hak mempertahankan
nama baik (hifdz al-‘irdh), dan hak untuk memiliki
keturunan (hifdz al-nasl). Menurut Al-Ghazali,
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melindungi hak-hak kemanusiaan inilah yang
dijadikan acuan seluruh ketentuan-ketentuan dalam
hukum Islam.

d. Prinsip Pluralisme (al-ta’addudiyah).

Indonesia merupakan negara yang plural.
Artinya Indonesia terdiri dari berbagai etnis, ras,
budaya, bahasa dan juga agama. Sehingga,
kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa
dihindari. Keberagaman ini telah menyusup dan
menyangkut dalam berbagai ruang kehidupan, tidak
hanya dalam ruang lingkup keluarga besar seperti
masyarakat dan—negara,. bahkan dalam lingkup
keluarga, pluralitas juga -bisa bersinggungan. Dan
setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas.
Tentu saja dalam, menghadapi kenyataan imi bukan
lantas menjauhkan |diri dari pluralisme tersebut,
melainkan bagaimana-cara"dan mekanisme yang bisa
diambil untukmenyikapi pluralitas itu. Jika bersikap
antipati terhadap pluralitas itu, tentu akan berdampak
kontrapreduktif bagi-tatanan kehidupan manusia yang
damai.

e. Prinsip Nasionalitas-(muwathanah).

Scbagai sebudhi-niegara Judonesia dibangun
bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia
merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria
keagamaan saja, akan tetapi berdasarkan prinsip
nasionalitas. Dengan kata lain bahwa, yang
menyatukan seluruh warga Indonesisa bukanlah basis
keagamaan, melainkan basis nasionalitas
(muwathonah). Kemerdekaan Indonesia merupakan
hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya
masyarakat Islam melainkan juga non-Islam. Bukan
hanya masyarakat jawa melainkan juga masyarakat
luar jawa. Dengan demikian Indonesai tidak
mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-
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Islam tidak dikatakan sebagai dzimmi atau ahl al-
dzimmah dalam pengertian figih politik Islam klasik.
Oleh karena itu menjadikan nasionalitas sebagai
poros di dalam perumusan hukum Islam yang khas
kelndonesiaan. Artinya, kenyataan nasionalitas
merupakan batu pijak dari hukum Islam.

[ Prinsip Demokratis (al-dimugrathiyah).

Demokrasi sebagai scbuah gagasan yang
percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan dan
kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan
menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa
dikatakan paralel-dengan prinsip-prinsip dasar ajaran
Islam. Artinya |, antara Islam 'dan demokrasi tidaklah
bertentangan. | Sejumlah, -konsep ajaran Islam
dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah :
pertama, al-musawahl (égalitarianisme). Bahwa
manusia mempunyai’derajat!dan posisi yang sama
dihadapan  Allahl)) ' SWT.)| Kedua, al-hurriyah
(kemerdekaan). Ketiga, al-ukhuwwah (persaudaraan).
Keempar N al*gdl “(keadilan), yapg\bérnintikan pada
pemenuhan hak asasi, manusia, baik itu sebagai
individu mauptm “sebagai’ anggota masyarakat dan
negara. | Kelima( “al*syura “{musyawarah). Bahwa
setiap warga negara berhak untuk ikut berpartisipasi
dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan
bersama.

2. Tinjauan Maqasid Syart'ah Abdullah Saeed

Terhadap Mahar Menurut Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, Abdullah Saeed memberikan
pengklasifikasian terhadap dalil-dalil agama baik itu Al-
Qur’an maupun Hadits kepada kategori yang bersifat
universal artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam
dalil-dalil agama tersebut bebas dari konteks sosial dan
budaya. Yang Abdullah Saeed sebut dengan nilai-nilai
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yang wajib (oblygatory values). Dengan kata lain bahwa
nilai-nilai tersebut bersifat kekal, mutlak dan absolut,
tidak berubah dan tidak dapat diubah dengan alasan
apapun. Sedangkan mahar sejak awal perjalanannya terus
mengalami perubahan berdasarkan konteks sosial budaya
yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Kedua, dalam sebuah akad perkawinan, maka rukun
dan syarat dalam perkawinan tersebut harus terpenuhi
supaya perkawinan teresebut dianggap sah sesuai dengan
syari’at Islam. Dan mahar merupakan salah satu syarat
sahnya akad perkawinan. Meskipun ada sebagaian ulama
yang mengatakan bahwa, mahar bukanlah termasuk ke
dalam syarat sahnya perkawinan, akan tetapi mayoritas
ulama mengatakan mahar termasuk ke dalam syarat
sahnya akad pernikahan.“Oleh |sebab itu ketika syarat
tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut
dianggap tidak sah. Kewajiban luntuk memenuhi syarat
ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

L2 s Y ¥ byt el (S

Artinya ¥'Hukum_yang-digantungkandkepada suatu

syarat, tidaklah ) sah kecuali dengan
adanya syarat tadi .

Dari kaidah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
mahar termasuk ke dalam nilai-nilai yang fundamental
(fundamental values), atau sering diistilahkan oleh para
ulama terdahulu dalam tingkatan dharuriyyat. Jika tidak
dipenuhi, maka akad dalam pernikahan tidak dianggap
sah dan tentunya akan berdampak pada keberlansungan
keturunan. Oleh karena itu, syarat dalam pernikahan
harus dijaga sebagaimana menjaga tujuan-tujuan syariat

2Ahmad ibn Musa Badmddin al-*Aini, Syarali Sunan Abi Dawud, (al-
Riyadh : Maktabah al-Ruysd, 1999), him. 356
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salah satunya yaitu perlindungan terhadap keluarga dan

keturunan (%ifz an-nasi).

Ketiga, scbagai  implikasi dari  nilai-nilai
perlindungan (protectional values) terhadap nilai-nilai
fundamental, maka dalam hukum Islam ada aturan bahwa
mahar yang hendak diberikan haruslah terbebas dari
unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at. Karena sesuatu
yang akan dijadikan mahar juga harus memenuhi syarat-
syarat sah. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi
maka akan berdampak kepada pernikahan. Adapaun
nilai-nilai perlindungan tersebut adalah® :

1. Harta yang berharga—Dengan ketentuan bahwa,
mahar tidaklah”sah jika harta atau benda tersebut
tidak berharga.; Déngan, kata lain biarpun mahar
tersebut sedikit akan;tetapi miempunyai sebuah nilai.

2. Barangnya sucidan dapat dimanfaatkan. Dalam artian
tidak boleh memberikan-mahar dalam bentuk khamr,
babi dan sesuatw apapun yang hukumnya haram.

3. Bukan barang curian.

4. Bukan barang/yang tidak“jelas keadaanya, baik itu
jenis, keadaan maupun sifatnya.

Keempat, nilai=nilai’ ‘implementasi (implementation
values) yang-térkandung, dalam- mahar adalah syariat
Islam tidak membatasi banyak sedikitnya mahar yang
harus diberikan saat akad pernikahan. Asalkan mahar
yang diberikan itu halal dan mengandung manfaat, dan
pemberian tersebut merupakan atas dasar suka rela dan
ikhlas dengan tujuan untuk menimbulkan cinta kasih
antara kedua mempelai. Dalam artian bahwa, pemberian
mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau
disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau
kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat
setempat. Oleh  sebab itu, jangan  sampai

3M_.A. Tihami dan Schari Sahrani, Fikéh..., him. 40
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ketidaksanggupan membayar mahar karena besar
jumlahnya menjadi penghalang untuk melangsungkan
pernikahan.

Kelima, nilai-nilai intruksional (intruktional values)
yang terkandung dalam persoalan mahar dalam hukum
keluarga Islam, adalah sebuah petunjuk, arahan, bahwa
mahar merupakan pemberian yang dibebankan oleh calon
suami untuk diberikan kepada calon istri. Dan hukum
asal mahar sebagai syarat sahnya pernikahan adalah
wajib. Hal ini berdasarkan ayat-ayat yang telah
disinggung di dalam Al-Qur’an terkait persoalan mahar
yang telah penulis sebutkan di bab awal dan menjadikan
nilai intruksi tersebut menjadi semakin penting dan
bersifat universal;- sehingga Upemberian mahar tetap
merupakan kewajiban™laki-laki (calon suami ). Dan
kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar kepada
perempuan merupakan/\bentuk azimah yang telah
ditetapkan oleh Allah SWI)yang secara umum berlaku
terhadap setiap mukallaf tanpa terkait situasi dan kondisi
yang dihadapi oleh mukallaftersebut,\Kemungkinan ada
rukhsah bahwa perempuan juga dapat memberikan mahar
kepada laki-laki, maka-hal-tersebut tidak relevan. Karena
ibarat al-pes |yang—terdapat dalams Al-Qur’an adalah
perintah atau intruksi yang ditujukan kepada laki-laki
bukan kepada perempuan.

jika pemberian mahar itu dikaitkan dengan perubahan
sosial tentang isu-isu terkait kesetaraan dan keadilan
gender, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan Kkhususnya dalam
persoalan rumah tangga, sehingga kewajiban dan
tanggung jawab dalam urusan pemenuhan nafkah
keluarga tidak lagi hanya ditangan laki-laki. Akan tetapi
menjadi kewajiban antara suami dan istri. Karena realitas
di masyarakat menunjukkan bahwa, banyak juga para
istri yang bekerja di luar rumah, mengingat sebagaimana
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halnya laki-laki, perempuan juga berhak untuk bekerja
disektor publik.

Perlu diingat bahwa, Pada dasarnya, para perempuan
yang bekerja di luar rumah (publik) tidaklah
menggugurkan kewajiban seorang suami untuk
memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Hanya saja dalam
hal ini, istri membantu untuk mencukupi kebutubhan
keluarganya sesuai dengan kesepakatan berdua. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Al-Qur’an dalam surat Al-
Baqarah ayat [233] bahwa, masalah nafkah walaupun
pada dasarnya adalah kewajiban suami, akan tetapi
pelaksanaannya dengan-eara-yang ma ruf. Arti ma’ruf di
sini adalah menurut’kelayakan dan kepatutan, tidak saja
sesuai dengan konteks inasyarakat, akan tetapi juga
sesuai dengan konteksiinternal keluarga. Kewajiban dan
hak suami istri, dapat dilaksanakan secara fleksibel,
karena yang terpenting “adalah terwujudnya tujuan
pernikahan yaitu “untuk- membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah®.

setidaknya kewajiban-suami sebagai kepala keluarga
biasanya dibagi ,menjadi ,dua yaitu, kewajiban yang
berkaitan dengan hatta~bénda’ (maliyah) seperti nafkah.
Dan kewajiban!yang tidak berkaitan dengan harta benda
(ghairu maliyah), seperti snami sebagai pelindung istri
dan memperlakukan istri dengan baik. Akan tetapi
kewajiban selain harta benda ini pada dasarnya juga
kewajiban istri. Dengan kata lain kewajiban tersebut
adalah kewajiban sekaligus hak suami istri®.

Adanya asumsi terhadap keniscayaan bahwa
perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan
laki-laki untuk berkiprah di sektor publik bahkan
mempunyai andil dalam hal pemenuhan nafkah keluarga,

¥ Ibid, him. 28
35 Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi..., him. 28
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maka perempuan juga mempunyai hak untuk memberi
mahar kepada laki-laki (calon suami).K arena pada
dasarnya kewajiban laki-laki untuk memberi mahar tidak
bisa dikaitkan dengan kewajiban suami untuk memenuhi
kebutuhan nafkah keluarga. Sehingga substansi mahar itu
terletak pada niat atau motivasi dari orang yang
memberikan serta bagaimana ia kelak mewujudkan niat
itu dalam bentuk perilaku dalam kehidupan berkeluarga.
Atas dasar itu, lalu perempuan pun boleh memberikan
mahar. Jika demikian, dalam kacamata sosial memang
idealnya adalah seperti itu, bahwa saling memberi itu
adalah indah®%. Akan tetapi-yang perlu diingat adalah,
tidak bisa kemudian dikatakan bahwa, praktek pemberian
mahar, kaitannya “dalam perkawinan pada saat masa
Rasulullah ketika itu bukan peristiwa yang ideal. Kendati
pemberian itu hanva sebuah ‘cincin yang terbuat dari
besi” sebagaimana’ yang terekam dalam hadits, bahwa
pemberian itu tetap dibebankan kepada pihak laki-laki
(calon suami). Karena di masa Nabi, peran perempuan
juga mempunyai/kedudukan,, yang/sama, scbagaimana
laki-laki, yaitu keterlibatan mereka di sektor publik, salah
satu misalnya adalah-ilkat dalam kajian ilmiah bahkan
banyak juga | para—perempuafi [yang terlibat dalam
meriwayatkan Hadits™ .

3 Siti Musdah Mulia, Ensiklopedia..., him. 90
3 Apung Danarta, Perempuan Periwayat Hadits, Cet. I, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 6
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PENUTUP

A. Kesimpulan.

1.

Konsep mahar yang ditawarkan oleh Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi dari
kaidah figih yang berbunyi ael-@datu al-muhakkamah,
yang diartikan dengan norma (adat) maupun budaya
merupakan kenyataan empirik / kearifan lokal sebagai
dasar pijak dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas menurut
magqasid Abdullah Saeed terhadap konsep mahar menurut
Counter Legal Draft Kompilasij Hukum Islam, meski
pertimbangan akan keSesuaiafl | dengan norma (adat)
ataupun budaya  dalam “inasyarakat memang perlu
diprioritaskan kaiatannya | dalam wmenetapkan hukum.
Akan tetapi pada saat\ yang sama tetap harus
mengutamakan nilai-nilai-intruksional dalam Al-Qur’an
baik itu berupa arahan, petunjuk dan pesan-pesan yang
terkanding | di’ dalamnya.-Dan-infruksi\yang terkandung
dalam Al-Qur’ap_.tersebut adalah pemberian mahar
sebagai salah satw’ 'syarat’ sakinya perkawinan tetap
menjadi kewajibarriaki-laki (calen suami).

B. Saran.

Tawaran hukum yang dilakukan oleh Counter Legal

Draft Kompilasi Hukum Islam,di satu sisi mungkin dapat
diberlakukan pada masyarakat tertentu. Akan tetapi di sisi
lain tentu tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu kaitannya
dalam persoalan mahar dalam perkawinan Islam tetap harus
berpegang pada pendapat-pendapat ulama yang mu’tabarah.
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